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Nama Auditi : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA (WKI) 

Ruang Lingkup 

Sertifikasi 

: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas 

±38.695 Hektar di Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara 

Tahapan Kegiatan : Serrtifikasi Awal Kinerja PHL 

Tanggal Audit : 29 Mei – 5 Juni 2024 
 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN 

SERTIFIKASI AWAL KINERJA PHL  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma 

Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Nomor Akreditasi 

KAN 

: LPVI -017-IDN 

Masa berlaku  20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025 

e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025 

f. Penanggung Jawab 

LPVI 

: Ir. Kurnia, IPU

g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

h. Tim Audit : 1. Ir Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat/ Ketua Tim Audit)

2. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut, (Auditor PHL Produksi) 

3. Uhan Suhanda, S.Hut,  (Auditor PHL Ekologi)

4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial)

5. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor VLHH Hulu)

 

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI 

a. Nama PBPH : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA (WKI) 

b. Alamat Kantor : Jalan Biawan No. 2C Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 

Lokasi Basecamp : Desa Sosepe Kec. Obi Timur Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara 

c. Nomor SK PBPH : No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Jo.  

No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 

d. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 

: Hutan Produksi seluas ±38.695 Hektar di Kab. Halmahera Selatan 

Provinsi Maluku Utara. 

e. Jenis Usaha 

Pemanfaatan Hutan 

: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

f. Pengurus Badan 

Usaha 

: 1. Direktur Utama    : Muhammad Saleh Selamat 

2. Direktur              : Edi Triono 

3. Komisaris            : Sik Ronny Wongso 

g. MR Kegiatan Audit : Rojer Lee Sulistio 
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3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN  

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah : 

a) Sebelum penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XIV Ambon tanggal 28 Mei 2024 secara daring melalui zoom 

meeting diterima oleh Bpk Muhammad Nur Abdullah Aziz (Kepala Seksi 

PEPHPHL); Popy Anggraini; Duwi Saputro, S.Hut.; Andri Priyadi Sukmana (PEH 

dan Staf BPHL Wil. XIV Ambon) 

2. Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, tanggal 29 Mei 2024 di Kantor Dinas 

Kehutanan Prov. Maluku Utara diterima oleh Bpk. Fachrurrazi Djauhari, S.Hut. 

(Kabid PPHH - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara) 

b) Setelah penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XIV Ambon tanggal 13 Juni 2024 secara daring melalui zoom 

meeting diterima oleh Bpk Muhammad Nur Abdullah Aziz (Kepala Seksi 

PEPHPHL); Popy Anggraini; Duwi Saputro, S.Hut.; Andri Priyadi Sukmana (PEH 

dan Staf BPHL Wil. XIV Ambon). 

2. Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, tanggal 13 Juni 2024 di Kantor Dinas 

Kehutanan Prov. Maluku Utara diterima oleh Bpk. Fachrurrazi Djauhari, S.Hut. 

(Kabid PPHH - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara). 

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat : 

Pada kegiatan Sertifikasi Awal Kinerja PHL PT Wijaya Kencana Indonesia ini Tim Auditor 

melakukan konsultasi publik dengan tokoh masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada hari 

Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 08:00 – 10:00 WIT bertempat di Ruang Pertemuan Desa 

Sosepe Kec. Obi Timur Kab. Halmahera Selatan dengan menghadirkan Kepala Desa, BPD, 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Sosepe dan Desa Kelo Kec. Obi 

Timur Kab. Halmahera Selatan.  Masyarakat secara umum telah menyampaikan informasi, 

masukan, saran dan harapan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari 

yang dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia dan CSR serta sejauh mana peran serta 

dan manfaat keberadaan perusahaan di wilayahnya 

3) Penilaian Kinerja PHL : 

Dilakukan mulai tanggal 31 Mei – 4 Juni 2024 di lokasi areal PBPH PT Wijaya Kencana 

Indonesia di Kec. Obi Timur Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara meliputi kegiatan 

: 

No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

1. Pertemuan 

Pembukaan 

Jumat. 31 

Mei 2024 

di 

Basecamp 

PT WKI  

- Dihadiri Auditor, MR auditi, personel PIC 

pendamping. 

- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi 

pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan 

tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, 

waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, 

rincian kegiatan audit dan temuan audit. 
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No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

2. Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Observasi 

Lapangan 

31 Mei – 

4 Juni 

2024, di 

Basecamp 

dan areal 

kerja PT 

WKI 

- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria 

sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ 

MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan 

dokumen dan rekaman pada rentang 6 (enam) 

tahun terakhir. 

- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan 

kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. 

SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang 

waktu 12 (duabelas) bulan terakhir. 

- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan 

memperhatikan masukan dari hasil koordinasi 

dengan instansi kehutanan. 

3. Pertemuan 

Penutupan 

4 Juni 

2024 

di 

Basecamp 

PT WKI 

- Dihadiri Auditor, MR, dan personel PIC 

pendamping. 

- Menyampaikan sekaligus memintakan 

persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu 

penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan 

tahapan kegiatan berikutnya. 

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap 

temuan kesesuaian maupun temuan 

ketidaksesuaiannya. 

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian : 

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan 

dokumen dan/ atau  rekaman serta implementasi lapangan, maupun pemenuhan untuk 

temuan ketidaksesuain kategori 2 berupa action plan, telah disampaikan sebagian 

sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender 

terhitung tanggal 4 Juni s.d 18 Juni 2024. 

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan action plan-nya, 

dijadikan sebagai CAR’s (corrective action requests) yang progres kegiatannya akan 

diperiksa pada kegiatan audit berikutnya. 

3.1 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

a) Tanggal  : 24 Juni 2024 

b) Hasil Keputusan :  

1) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan 

predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 66,67% dan MEMENUHI 

Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan). 

2) Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Lestari (S-PHL). 
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI 

1) Kriteria : PRASYARAT 

1) Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai 

tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, 

Peta TBT dan BATB). 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut : 

1) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 

21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wijaya 

Kencana Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ±38.695 (Tiga Puluh 

Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera 

Selatan, Provinsi Maluku Utara. SK berlaku untuk jangka waktu 45 tahun, dan 

dilengkapi Peta Lampiran Skala 1 : 100.000. 

2) Addendum perubahan nomenklatur PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 

tanggal 13 Oktober 2021. Pada addendum tersebut mengubah sepanjang 

menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

Dokumen administrasi tata batas sejak diterbitkannya izin IUPHHK-HA No. 

21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 dinilai tersedia lengkap sesuai 

dengan tingkat realisasi sebagai berikut : 

1) Dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman TBT) No. 132/KUH/PBPH/2023 

tanggal 27 Juli 2023 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Plh. Direktur 

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan Herban Heryandana, S.Hut. M.Sc. NIP 19730523 

199803 1 002, dengan trayek sepanjang 211.989 meter. 

2) Notulen hasil rapat pembahasan instruksi kerja tata batas tanggal 26 Maret 2024 

yang membahas penyusunan instruksi kerja tata batas PT Wijaya Kencana 

Indonesia sepanjang 211.291,39 m dengan luas 38.685 Ha. 

3) Dokumen Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.22/BPKHTL VI/PPKH/PLA.0.2/3/2024 

tanggal 26 Maret 2024 sepanjang ±211.291,39 meter. Dokumen Instruksi Kerja 

ditandatangani oleh Kepala BPHKTL Wilayah VI Manado Victor W. Rante 

Lembang, S.Hut., M. Si. NIP 19750419 200112 1 002 

2. Verifier 1.1.2 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

NILAI KINERJA : BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Sejak diterbitkannya izin IUPHHK-HA No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 

Oktober 2016, PT Wijaya Kencana Indonesia belum merealisasikan penataan batasnya 

di lapangan dan baru menyusun dokumen administrasi tata batas berupa Rencana 

Penataan Batas (Pedoman TBT) No. 132/KUH/ PBPH/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 

sepanjang 211.989 meter; Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.22/BPKHTL VI/PPKH/ 
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PLA.0.2/ 3/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 sepanjang ±211.291,39 meter dan 

penunjukkan konsultan pelaksana tata batas. Dengan demikian realisasi pelaksanaan 

tata batas di lapangan sebesar 0%. 

3. Verifier 1.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not 

Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

NILAI KINERJA : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil verifikasi dokumen dan wawancara terkait  penggunaan areal kerja tanpa melalui 

perizinan Skema KLHK diketahui bahwa pada areal PT Wijaya Kencana Indonesia tidak 

dijumpai adanya perizinan dan  penggunaan areal kerja dengan perizinan lain tanpa 

melalui skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

4. Verifier 1.1.4 

( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Areal kerja PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia seluruhnya seluas ±38.695 Ha dan 

terdapat penguasaan oleh pihak lain sebesar 1.247 Ha berupa perkebunan cengkeh 

dan pala oleh masyarakat, sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT Wijaya 

Kencana Indonesia sebesar ±38.695 Ha – 1.247 Ha = 37.448 Ha atau sebesar 96,78% 

 

Nilai Kinerja Indikator : 11/15 x 100% = 73,33% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

2) Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 

( Bobot : 1 ) 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi 

Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia 

No. 10/KPTS-WKI/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan pembaruannya sesuai 

dengan keputusan Direksi No. 10/KPTS-WKI/X/2021 tanggal 17 Januari 2022. 

b) Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi 

perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi, 

aspek ekologi, dan aspek sosial.  

c) Visi Misi PT WKI telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan mitra kerja 

serta masyarakat sekitar dengan dokumentasi Berita Acara sebagai berikut : 

No. 
Tujuan 

Sosialiasi 

Ada/ 

Tidak 

Dokumentasi  

(BA, Notulen,dll) 

1. Internal 

Perusahaan 

Ada - BAP tanggal 2 November 2021 

- BAP tanggal 10 Januari 2022 
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dan Mitra 

Kerja 

- BAP tanggal 30 Juni 2023 

- BAP tanggal 6 Maret 2024 

2. Masyarakat 

Desa Di 

Sekitar Areal 

Keja 

Ada - BAP sosialisasi di Desa Kelo Kec. Obi 

Timur pada tanggal 8 November 

2021 

- BAP sosialisasi di Desa Sosepe Kec. 

Obi Timur pada tanggal 4 November 

2021 

- BAP sosialisasi di Desa Kelo Kec. Obi 

Timur pada tanggal 15 Januari 2022 

- BAP Sosialisasi di Desa Sosepe Kec. 

Obi Timur pada tanggal 12 Januari 

2022. 

- BAP Sosialisasi di Desa Kelo Kec. Obi 

Timur pada tanggal 5 Juni 2023. 

- BAP Sosialisasi di Desa Sosepe Kec. 

Obi Timur pada tanggal 8 Juni 2023 

- BAP Sosialisasi di Desa Kelo Kec. Obi 

Timur pada tanggal 4 Maret 2024. 

- BAP Sosialisasi di Desa Sosepe Kec. 

Obi Timur pada tanggal 5 Maret 

2024. 
 

2. Verifier 1.2.2 

( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan 

MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan 

hutan lestari dinilai sedang sebagai berikut : 

1. Misi meningkatkan dan mengembangkan unit usaha di bidang kehutanan secara 

optimal yang berbasis pada kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan telah 

diimplementasikan dengan penyusunan dokumen rencana jangka panjang 

(RKUPH) multi usaha dengan memanfaatkan kayu sesuai riap dan pengaturan 

tebangan yang berbasis kelestarian, pemanfaatan jasa lingkungan dan 

pemanfaatan HHBK. (0,8x25% = 20%)  

2. Mengelola unit usaha kehutanan secara profesional guna mengingkatkan efisiensi 

dan pendapatan telah diimplementasikan dalam bentuk merealisasikan produksi 

kayu setiap tahunnya sejak pengelolaan tahun 2021, memenuhi struktur 

organisasi dan personil GANISPH namun belum seluruhnya. (0,7x25% = 17,5%)  

3. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan berdasarkan kaidah-kaidah 

pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sehingga mendapatkan sertifikat PHPL 

telah diimplementasikan dengan pemenuhan pada aspek pengelolaan hutan 

lestari dan sertifikasi PHL yang sedang dijalankan. (0,8x25% = 20%) 

4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar hutan secara 

proporsional telah diimplementasikan dengan pemberian kesejahteraan berupa 

penggajian dan pemberian fasilitas sesuai peraturan dan ketentuan normatif serta 

kegiatan kelola sosial termasuk pemberian bantuan CSR kepada masyarakat 
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sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat terdampak pada 

saat konsultasi publik. (0,8x25% = 20%).  

Dengan demikian Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia telah 

mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah kepada visi dan 

misi dengan penerapan/ implementasi secara keseluruhan sebesar 

(20%+17,5%+20%+20% = 77,5%)..  

Nilai Kinerja Indikator : 7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

3) Indikator 1.3 :  

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain 

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. 

1. Verifier 1.3.1 

( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 

pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Struktur Organisasi PT Wijaya Kencana Indonesia telah ditetapkan oleh Direktur 

dengan keputusan No. SK.10/WKI/XI/2023 tanggal 08 November 2023. Terdapat 

lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job Description. 

Struktur Organisasi terbaru PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi telah disahkan 

oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHL di mana pada strukturnya 

mencantumkan mulai dari jabatan Komisaris dan Direktur, SPI dan SFM dan SIM yang 

bertugas membantu Direksi untuk menjalankan keberlangsungan organisasi. Terdapat 

pembagian tugas kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan lingkungan 

kelola sosial dan bagian pendukung lainnya. 

2. Verifier 1.3.2 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 

menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia 

sampai dengan saat audit : 

1) Sarjana Kehutanan : 

1) Total dimiliki saat ini 5 orang. 

2) Bertugas di lapangan sejumlah 3 orang, pada bagian perencanaan, TUK dan 

GANISPH.  

2) Tidak terdapat Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : 

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) selama periode audit hanya 

tersedia sebanyak 4 (empat) orang yaitu GANISPH Canhut 1 (satu) orang dan 

GANISPH PKB 3 (tiga) orang. Sedangkan GANISPH Kurpet, Binhut dan Nenhut 

masih belum tersedia. 

4) Kebutuhan GANISPH di lapangan dinilai masih belum tercukupi, kebutuhan 

minimum sebanyak 10 orang sesuai dengan kondisi, luas areal dan kompleksitas 
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pekerjaan serta simpul PUHH yang ada, dan ketersediaan GANISPH hanya 

sebesar 40%. 

3. Verifier 1.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI KINERJA : BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi 

SDM dengan melakukan pelatihan teknis dan administrasi lainnya untuk meningkatan 

kompetensi dan skill guna menunjang kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari 

pada tahun 2019 – 2024  terealisasi rata-rata sebesar 35% pada berbagai judul 

pelatihan. 

Kekurangan GANISPH telah direncanakan untuk dipenuhi pada semester II tahun 2024 

dengan merencanakan pelatihan GANISPH berupa bimbingan teknis GANISPH dan uji 

kompetensi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. 

4. Verifier 1.3.4 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait 

GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu : 

1) Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia dan disajikan secara lengkap 

2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan data SIGANISHUT. 

3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan 

SIGANISHUT 

4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan SIGANISHUT 

5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi lengkap keberadaannya sesuai dengan  

jumlah GANISPH 

6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi sesuai dengan 

kompetensinya. 

7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia dan disajikan secara 

lengkap. 

8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan telah dilaksanakan 

seperti penerapan gaji, BPJS, dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta 

pengaturan hak dan kewajiban dalam PP. 

Nilai Kinerja Indikator : 13/21 x 100% = 61,90% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

4) Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi 

dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi 

 

1. Verifier 1.4.1 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 
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NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sistem informasi yang digunakan untuk 

pelaporan pada kegiatan operasional penebangan dan pemanfaatan kayu serta 

operasional pengelolaan hutan lestari lainnya.  

Di samping itu PT Wijaya Kencana Indonesia telah  menjalankan sistem komunikasi 

berbasis IT dan telah memiliki peralatan elektronik sebagai barang inventaris 

penunjang sistem informasi manajemen dan terdapat jaringan internet serta jaringan 

seluler yang memadai di kantor Basecamp Sosepe Kec. Obi Timur Kab. Halmahera 

Selatan. 

Terdapat Personil dan operator yang menjalankan pelaporan dan sistem informasi 

telah ditunjuk sesuai dengan penugasan dan job descriptionnya.Pelaksanaan 

pelaporan dilakukan oleh masing-masing operator sistem informasi yang bertugas 

dengan kelengkapan sarana prasarana dan perangkatnya. 

2. Verifier 1.4.2 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Struktur Organisasi SPI tercantum pada bagan Struktur Organisasi yang telah 

disahkan, dan keberadaan SPI pada struktur organisasi berada di bawah Direksi. 

Terdapat pengangkatan Tim SPI PT Wijaya Kencana Indonesia berdasarkan keputusan 

Direksi No. SK.12/WKI/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang ditunjuk untuk 

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai internal auditor pada seluruh 

bidang pengelolaan hutan lestari.  

Selama periode audit diverifikasi bahwa terdapat Laporan Internal Audit/ SPI yang 

telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada kegiatan operasional dan non 

operasional pada tahun 2023, sedangkan pada tahun lainnya tidak tersedia dokumen 

laporan monitoring dan evaluasi SPI. 

3. Verifier 1.4.3 

( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan SPI telah disusun dan dilaporkan 

kepada Direksi dan telah ditindaklanjuti untuk dilakukan tindakan perbaikan di 

lapangan. 

Terdapat temuan hasil audit internal dan telah dilaporkan kepada Direksi sesuai 

dengan Surat Ketua SPI No. 02/WKI-SPI/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023. 

Sedangkan pada periode tahun 2019-2022 tidak terdapat dokumen hasil monitoring 

dan evaluasi oleh SPI. 

Selanjutnya dari hasil temuan SPI telah dilaporkan kepada Direksi dan telah 

ditindaklanjuti dengan bukti dokumen tindak lanjut laporan SPI sesuai dengan Surat 

Manager Camp No. 17/WKI-BC/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan 

tindaklanjut pada sebagian temuan yang sudah ditindaklanjuti dan sebagian lainnya 

masih belum dinyatakan selesai. 

Dengan demikian tindak lanjut temuan SPI PT Wijaya Kencana Indonesia dari hasil 

monitoring dan evaluasi masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan ditutup sesuai 

dengan tata waktunya khususnya pada temuan terkait penanaman pada tanah kosong, 
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bekas TPn dan TPK Hutan, serta perbaikan penandaan blok RKT yang baru 

ditindaklanjuti sebagiannya. 

4. Verifier 1.4.4 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan 

instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menunjuk personel / kelompok personel 

sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, 

meliputi : 

No. 
Nama Sistem 

Informasi 
Tenaga Pelaksana SK Direksi 

1 SICAKAP/ 

SIPASHUT 

Prihatini Hayati 

Saleh, S.Hut. 

No. 11/KPTS-WKI/XI/2021 tgl 

30/11/2021 

2 SIPUHH  Joko Supriyono No. SK.07/WKI/II/2024 tgl 26/02/2024. 

No. 014/SAL/I/2024 tgl 04 Januari 

2024 

3 SIPNBP Rojer Lee Sulistio No. 14/KPTS-WKI/II/2022 tgl 

14/02/2022 

4 SIGANISHUT Prihatini Hayati 

Saleh, S.Hut. 

No. 09/WKI/TER/IX/2023 tgl 

07/09/2023 

5 SIPONGI Prihatini Hayati 

Saleh, S.Hut. 

No. SK.08/WKI/II/2024 tgl 10/01/2023 

 

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, 

kewajiban pelaporan kegiatan pada SIPASHUT tahun 2022,  tahun 2023 dan tahun 

2024 melalui sipashut tahun 2022 dinilai patuh, laporan tahun 2023 belum 

sepenuhnya patuh serta tahun 2024 diverifikasi belum sepenuhnya patuh 

dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.  Untuk pengisian data dinilai masih belum 

lengkap dan cermat pada seluruh aspek yang dilaporkan. Untuk sistem informasi 

SIPUHH dan PNBP dan SIPASHUT dinilai telah patuh dijalankan namun untuk 

SIPONGI, SIMPEL dan SIRAJA dinilai belum aktif pelaporannya. 

Nilai Kinerja Indikator : 16/21 x 100% = 76,19% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

5) Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 1) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat 

setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas dasar 
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informasi awal tanpa paksaan dan dilakukan kepada seluruh desa binaan dan 

rutin setiap tahunnya disertai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati. 

2) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pertemuan konsultasi 

dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, 

untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak 

dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh 

masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu : 

a) Kegiatan penebangan pada RKT tahun 2021 telah diberikan pemahaman 

kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja 

tahun 2021 di Desa Kelo Kec. Obi Timur, tanggal 08 November 2021, dan di 

Desa Sosepe Kec. Obi Timur tanggal 04 November 2021 yang dilakukan 

kepada perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kelo dan Desa 

Sosepe. 

b) Kegiatan penebangan pada RKT tahun 2022 telah diberikan pemahaman 

kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja 

tahun 2022 di Desa Kelo Kec. Obi Timur, tanggal 15 Januari 2022, dan di 

Desa Sosepe Kec. Obi Timur tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan kepada 

perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kelo dan Desa Sosepe. 

c) Kegiatan penebangan pada RKT tahun 2023 telah diberikan pemahaman 

kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja 

tahun 2023 di Desa Kelo Kec. Obi Timur, tanggal 5 Juni 2023, dan di Desa 

Sosepe Kec. Obi Timur tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan kepada perangkat 

desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kelo dan Desa Sosepe.  

d) Kegiatan penebangan pada RKT tahun 2024 telah diberikan pemahaman 

kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja 

tahun 2024 di Desa Kelo Kec. Obi Timur, tanggal 4 Maret 2024, dan di Desa 

Sosepe Kec. Obi Timur tanggal 5 Maret 2024 yang dilakukan kepada 

perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kelo dan Desa Sosepe. 

3) Pada saat konsultasi publik, masyarakat dan tokoh masyarakat telah 

menyampaikan perihal kegiatan pemberian pemahaman terkait operasional RKT 

dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat telah direalisasikan. 

2. Verifier 1.5.2 

( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung 

masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan atas 

dasar informasi awal tanpa paksaan dan hasil konsultasi publik menyatakan bahwa 

pada lokasi RKT berjalan tidak terdapat kawasan lindung dan areal yang tidak ditebang 

secara khusus selain kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH 

Nilai Kinerja Indikator : 9/9 x 100% = 100,00% = BAIK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 
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2) Kriteria : PRODUKSI 

 

6) Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 

1. Verifier 2.1.1  

( Bobot : 1 ) 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia (PT WKI) telah memiliki dokumen rencana 

pengelolan hutan jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2017 s.d 2026. Berdasarkan verifikasi 

dokumen, dokumen RKUPH PT WKI telah mengalami 2 (dua) kali  perubahan 

sebagai berikut : 

a. RKUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi 

Hutan Menyeluruh Berkala periode Tahun 2017 – 2026, disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 di Jakarta oleh a.n Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal, Ida Bagus Putera 

Parthama NIP 19590502 198603 1 001. Dokumen dilengkapi dengan lampiran 

peta kerja skala 1 : 50.000. 

b. Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026, disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9609/MenLHK-

PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta oleh a.n 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Lestari, Agus Justianto NIP 19630807 198803 1 001. Dokumen 

dilengkapi lampiran peta kerja skala 1 : 50.000 

c. Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026, disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2024 

tanggal 9 Januari 2024 di Jakarta oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto 

NIP 19630807 198803 1 001. Dokumen dilengkapi dengan lampiran peta kerja 

skala 1 : 50.000  

Berdasarkan RKUPH Perubahan Terakhir, diketahui bahwa :  

a. Multi usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

tumbuh alami, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyimpanan & penyerapan karbon, 

pemulihan lingkungan dan perlindungan & pengamanan keanekaragaman 

hayati 

b. Sistem Silvikultur yang digunakan adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) 

2. Verifier 2.1.2  

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 

panjang. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) 

dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha pemanfaatan 

hutan yang dikembangkan : 
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Tahun Pemanfaatan 
Kesesuaian  

Luas (%) Posisi 

2018 Kayu Tumbuh Alami 94,16 Sesuai 

2019 Kayu Tumbuh Alami 0 Tidak Sesuai 

2020 Kayu Tumbuh Alami 0 Tidak Sesuai 

2021 Kayu Tumbuh Alami 79,87 Tidak Sesuai 

2022 Kayu Tumbuh Alami 103,29 Tidak Sesuai 

2023 Kayu Tumbuh Alami 100,00 Sesuai 

2024 
Kayu Tumbuh Alami 100,00 Sesuai 

Hasil Hutan Bukan Kayu 0 Tidak Sesuai 

Rata-rata 59,69 Sebagian Sesuai 

Tingkat kesesuaian  letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan 

compartmen/petak) > 50% sd 90%  sesuai dengan dokumen rencana jangka 

panjang. 

3. Verifier 2.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi tanda batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu tumbuh alami / hutan alam hasil pemeriksaan lapangan terhadap blok RKT 

selama periode audit adalah sebagai berikut : 

• Pada titik koordinat  S 1˚ 36’ 21,790” E 127˚ 59’ 9,718” terdapat plang blok 

RKT 2024 yang terletak pada petak I-43 

• Pada titik koordinat  S 1˚ 34’ 56,352” E 127˚ 59’ 33,507” terdapat plang blok 

RKT 2023 yang terletak pada petak K-44 

• Pada titik koordinat  S 1˚ 32’ 40,050” E 127˚ 58’ 26,915” terdapat plang blok 

RKT 2022 yang terletak pada petak P-42 

• Pada titik koordinat  S 1˚ 34’ 24,811” E 127˚ 57’ 35,186” terdapat plang blok 

RKT 2021 yang terletak pada petak L-40 

• Pada titik koordinat S 1˚ 36’ 21,778” E 127˚ 59’ 12,410” terdapat patok batas 

blok RKT 2024 yang terletak pada perbatasan petak I-43 dengan petak I-44 

• Pada titik koordinat S 1˚ 35’ 28,572” E 128˚ 0’ 28,630” terdapat pal batas blok 

RKT 2023 yang terletak pada perbatasan petak J-46 dengan areal PBPH lain 

• Pada titik koordinat S 1˚ 33’ 33,654” E 127˚ 58’ 48,311” terdapat pal batas 

blok RKT 2022 yang terletak pada perbatasan petak N-43 dengan areal PBPH 

lain  

• Pada titik koordinat S 1˚ 34’ 22,903” E 127˚ 57’ 36,149” terdapat patok batas 

blok RKT 2021 yang terletak pada perbatasan petak L-40 dan petak L-41 

• Hasil observasi di lapangan terhadap penandaan batas blok RKT menunjukkan 

bahwa telah dibuat penandaan pada pohon yang berada pada batas blok 

berupa 3 (tiga) polet berwarna merah dan batas areal berupa 3 (tiga) polet 

warna biru namun demikian penandaan polet pada pohon hanya sebagian 

yang terlihat dengan jelas di lapangan. 

Nilai Kinerja Indikator : 9 /12 x 100%  = 75,00 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

7) Indikator 2.2 :  
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Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa 

lingkungan 

1. Verifier 2.2.1 

( Bobot : 1 ) 

: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki data potensi untuk usaha 

pemanfaatan hutan yang dikembangkannya (Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami / 

Hutan Alam) berdasarkan dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang 

telah disahkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara 

Nomor 522/528/201 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Pertimbangan Teknis Hasil 

IHMB IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia. 

Dokumen laporan IHMB tahun 2017 telah dilengkapi dengan : 

1. Buku Ukur (Tally Sheet) IHMB 

2. Buku Sediaan Tegakan Per Plot Contoh dan Petak IHMB 

3. Buku Sediaan Tegakan Berdasarkan IMHB 

4. Buku Alat Bantu IHMB 

5. Buku Rencana dan Realisasi Pelaksanaan IHMB 

6. Buku Peta-peta Hasil IHMB 

7. File Elektronik IHMB 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki data potensi untuk setiap RKT yang 

disahkan berupa dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang diperoleh dari 

kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). LHC telah dilengkapi 

dengan tally sheet dan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000 

Hasil uji petik di lapangan menunjukkan hasil bahwa kegiatan ITSP pada blok RKT 

2023 dan 2024 telah dilakukan sesuai ketentuan, terdapat tallysheet, laporan ITSP 

termasuk rekapitulasinya, peta pohon, barcode pada pohon di lapangan.  

Terkait potensi pemanfaatan hutan berupa HHBK dan jasa lingkungan 

sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPH, keduanya belum masuk dalam 

RKT tahun berjalan (2024), kegiatan aksi mitigasi jasa lingkungan akan dilakukan 

perencanaannya setelah diterbitkannya Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi 

(DRAM). 

2. Verifier 2.2.2 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah 

dilakukan sesuai daya dukungnya, yaitu berdasarkan : 

a) Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum 

penebangan dengan intensitas 100%  

b) Tahun 2019 & 2020 PT WKI tidak menyusun RKT, rencana & realisasi 

produksi PT Wijaya Kencana Indonesia sesuai RKT yang diterbitkan tidak 

melampaui daya dukung sumber dayanya 

No. RKT Murni Potensi *) 

(m3) 

Rencana 

(m3) 

Realisasi (m3) 

1. 2018 55.732,88 31.328,72 2.396,61 

2. 2021 90.570,80 64.140,36 26.200,19 
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3. 2022 85.206,78 47.868,82 37.908,61 

4. 2023 91.853,61 41.150,38 24.074,33 

5. 2024 71.903,97 20.701,63 1.139,66  

(s.d audit lapangan) 

*) Taksiran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan hasil LHC dengan 

diameter 40 cm up. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan analisis pengukuran daya dukung 

sumber daya hutan berupa pembuatan petak ukur permanen (PUP) untuk 

pengukuran pertumbuhan dan riap hutan bekas tebangan, namun demikian dalam 

menentukan jatah volume produksi tahunan PT Wijaya Kencana Indonesia masih 

menggunakan perhitungan hasil ITSP dan belum berdasarkan hasil perhitungan 

riap tegakan. 

Nilai Kinerja Indikator : 7 / 9 x 100%  =  77,78 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

8) Indikator 2.3 :  

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

 

1. Verifier 2.3.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

tumbuh alami menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia 

(TPTI). Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, perusahaan telah 

menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutannya. SOP TPTI secara 

umum telah sesuai dengan prinsip / pedoman sistem silvikultur TPTI, namun 

demikian masih ditemukan kekurangan dalam beberapa SOP yaitu : 

- SOP Penataan Areal Kerja belum mengatur teknis pembuatan / spesifikasi 

patok / pal identitas ataupun penandaan batas di lapangan 

- SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan belum secara rinci 

menjelaskan prosedur untuk masing-masing jenis bibit (jenis lokal unggulan 

setempat & jenis lainnya) yang digunakan dan belum memuat ketentuan / 

spesifikasi bibit siap tanam (BST) 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan belum memuat uraian / petunjuk 

teknis pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan kegiatan – kegiatan 

yang tercakup dalam pengamanan dan perlindungan hutan 

Berdasarkan uraian di atas, tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha 

pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak sesuai dengan 

kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan atau tidak memenuhi pedoman atau 

ketentuan teknis 

2. Verifier 2.3.2 

( Bobot : 2 ) 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PBPH 

PT Wijaya Kencana Indonesia secara umum telah sesuai antara isi dalam SOP 

dengan pelaksanaannya di lapangan, namun demikian masih ditemukan beberapa 

implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai yaitu : 

- PAK : Telah dilakukan penataan areal kerja pada blok RKT namun demikian 

tanda-tanda  batas berupa polet pada pohon hanya sebagian yang terlihat 

dengan jelas di lapangan 

- Pemanenan : Kegiatan pemanenan dilaksanakan pada petak tebangan dalam 

blok RKT, personil pemanenan telah menggunakan APD, pembuatan takik 

rebah dan takik balas telah sesuai ketentuan. Namun demikan, masih 

ditemukan tegakan (pohon) di kanan kiri jalan sarad yang rusak akibat 

kegiatan penyaradan dan terdapat jalan sarad dengan lebar melebihi 

ketentuan (> 4 meter) 

- Penanaman : Telah dilakukan penanaman di lokasi bekas TPn, lokasi bekas 

camp di dalam blok, dan di kanan kiri jalan menggunakan tanaman jenis 

meranti dan jabon. Kegiatan pemeliharaan belum secara rutin di lakukan, hal 

ini dibuktikan dengan adanya gulma yang lebih tinggi dari bibit tanaman di 

lokasi persemaian dan sebagian tanaman yang mati pada lokasi penanaman 

tidak dilakukan penyulaman 

- Pembebasan Pohon Binaan : Berdasarkan SOP, pembebasan pohon binaan 

ke-1 di lakukan pada Et+2, pembebasan ke-2 pada Et+4 dan pembebasan ke-

3 pada Et+6. Hasil verifikasi menunjukkan belum dilakukan pembebasan ke-1 

pada blok bekas tebangan tahun 2021 dan 2022 

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Terdapat Patroli perlindungan dan 

pengamanan hutan, terdapat 2 (dua) regu dalkarhutla namun belum mengikuti 

pelatihan dari instansi yang berwenang, tersedia sarana prasarana dalkarhutla 

namun belum mencukupi sesuai ketentuan 

PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah mengimplementasi setiap SOP perjenis 

kegaitan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tetapi sebagian implementasinya 

belum sesuai 

3. Verifier 2.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam 

menjamin kelestarian hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia hanya 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja 

PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). Selama periode 

tersebut tercatat PT Wijaya Kencana Indonesia hanya menerbitkan RKT pada tahun 

2018, 2021, 2022 dan 2023. Kegiatan penanaman dan/atau pemulihan 

sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya selama periode audit adalah sebagai 

berikut : 

RKT 

Rencana (Ha) Realisasi (Ha) Persen 

(%) 
I II III IV Total I II III IV 

Tota

l 

2018 - - 50 20 70 - - - - - 0 

2021 - - 50 20 70 - - - 10 10 14,29 
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2022 - - - 10 10 - - - 10 10 100,00 

2023 19 8 10 10 47 12 7 10 10 44 93,62 

Persentase Realisasi Penanaman Rata-rata 51,98 

Keterangan : I = Pengayaan, II = Rehabilitasi, III = Tanah Kosong, IV = Kiri Kanan 

Jalan 

Rata-rata realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi / 

regenerasi / pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan ≥ 50 % - 80 % 

dari RKTPH 

Nilai Kinerja Indikator : 10 / 15 x 100%  = 66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

4) Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

 

1. Verifier 2.4.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah menerbitkan SOP Reduced Impact 

Logging (RIL) dengan No. Dokumen SO-2-01 Rev. 1 tanggal 11 November 2023.  

SOP Reduced Impact Logging (RIL) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia memuat 

kegiatan penebangan ramah lingkungan meliputi : 

1. Pra perencanaan pemanenan (inventarisasi hutan, penataan areal 

produksi dan non produksi kayu) 

2. Perencanaan Pemanenan (pembuatan peta rencana operasional, 

penetapan lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad) 

3. Pelaksanaan Pemanenan (pembukaan TPn dan Jalan Sarad, operasi 

penebangan, operasi penyaradan dan kegiatan di TPn, pembagian 

batang) 

4. Paska Pemanenan (deaktivasi jalan sarad, deaktivasi TPn) 

5. Pemeliharaan dan K3 (perbaikan dan pemeliharaan alat berat, kesehatan 

camp, pakaian pelindung dan perlengkapan keselamatan kerja)  

SOP RIL seluruhnya telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya 

pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik pembalakan 

berdampak rendah / reduced impact logging.  

2. Verifier 2.4.2 

( Bobot : 2 ) 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan PT Wijaya Kencana 

Indonesia adalah kegiatan pembalakan berdampak rendah / reduced impact 

logging (RIL) sebagai berikut : 

- Perenanaan pemanenan : tersedia peta rencana operasional, penetapan lokasi 

TPn telah sesuai ketentuan diantaranya berada di areal yang landai dengan 

drainase yang baik dan tidak dalam lokasi yang dilarang. 
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- Pelaksanaan pemanenan : terdapat penandaan batas blok, petak tebangan dan 

pembuatan jalan sarad, kegiatan penyaradan dilakukan mengacu pada jalan 

sarad yang ditentukan dan menggunakan teknik winching, operator telah 

menggunakan APD 

- Pasca pemanenan : Telah dilakukan penanaman pada areal bekas TPn yang 

sudah tidak digunakan (TPn pada RKT 2022) 

Namun demikian masih ditemukan implementasi di lapangan yang tidak sesuai 

dengan RIL seperti :  

- Terdapat jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan ( > 4m ) 

- Terdapat pohon-pohon di kanan kiri jalan sarad yang rusak akibat kegiatan 

penyaradan 

- Uji petik pada jalan sarad di lapangan tidak ditemukan sudetan (parit cegat) 

untuk mencegah terjadinya erosi berlebihan 

Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada usaha 

pemanfaatan hutan namun belum lengkap sesuai dengan SOP / Pedoman RIL 

3. Verifier 2.4.3 

( Bobot : 2 ) 

: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan 

blok RKT tahun 2023 pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, 

diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :  

Lokasi Tegakan 
Persentase 

Kerusakan 
Rata-rata 

Petak Ukur = I Petak = K46 

Koordinat : 

S 1˚ 35’ 27.995” E 128˚ 0’ 34.338” 

Pancang 55,56 % 

63,52 % Tiang 75,00 % 

Pohon 60,00 % 

Petak Ukur = II Petak = J46 

Koordinat : 

S 1˚ 35’ 28.559” E 128˚ 0’ 31.968” 

Pancang 42,86 % 

33,73 % Tiang 25,00 % 

Pohon 33,33 % 

Petak Ukur = III Petak = J46 

Koordinat : 

S 1˚ 35’ 29.396” E 128˚ 0’ 32.380” 

Pancang 60,00 % 

50,00 % Tiang 50,00 % 

Pohon 40,00 % 

Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 49,08 % 

Ket : TR = Tegakan Rusak ; TT = Tegakan Tinggal 

Berdasarkan pengukuran di atas, maka rata-rata kerusakan tegakan tinggal adalah 

49,08 % (>30%) 

Nilai Kinerja Indikator : 9 /15 x 100 %  = 60,00  %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

5) Indikator 2.5 :  

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 

1. Verifier 2.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: o Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia 

hanya merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di 

areal kerja PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). 

Selama periode tersebut tercatat PT Wijaya Kencana Indonesia hanya 

menerbitkan RKT pada tahun 2018, 2021, 2022 dan 2023 serta RKT Tahun 

berjalan (2024) sehingga terdapat tahun yang tidak diterbitkan RKT yaitu 

tahun 2019 dan 2020 / dokumen RKTPH tidak lengkap selama periode 

penilaian. 

Tahun SK RKT 

2018 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara 

nomor 522.1/Kpts/75/2018 tanggal 27 April 2018 

2021 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara 

nomor 522.1/Kpts/117/2020 tanggal 6 November 2020 

2022 Keputusan Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia 

nomor 01/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 

2023 Keputusan Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia 

nomor 01/KPTS-WKI/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 

2024 Keputusan Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia 

nomor SK.02/WKI/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 

o Hasil verifikasi di lapangan terhadap menunjukkan kesesuaian pemanfaatan 

hutan dengan inventarisasi potensinya. 

2. Verifier 2.5.2 

( Bobot : 1 ) 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat peta rencana kerja 

tahunan pada setiap RKT yang diterbitkan. Peta dibuat telah disetujui oleh 

Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia dan/atau disahkan Kepala Dinas 

Kehutanan Maluku Utara. 

b. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Wijaya Kencana Indonesia 

juga dilengkapi dengan peta kerja meliputi : peta pembukaan wilayah hutan, 

peta penataan areal kerja, peta penyebaran pohon, peta TPn Blok dan TPK 

Hutan dan peta penanaman 

c. Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai 

dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang 

dilindungi berupa KPPN / KPSL dan sempadan sungai. 

3. Verifier 2.5.3 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Letak (titik koordinat) dan kondisi tanda batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu tumbuh alami / hutan alam hasil pemeriksaan lapangan terhadap blok RKT 

selama periode audit adalah sebagai berikut : 

• Terdapat plang blok RKT 2024 yang terletak pada petak I-43, plang blok RKT 

2023 yang terletak pada petak K-44, plang blok RKT 2022 yang terletak pada 

petak P-42 dan plang blok RKT 2021 yang terletak pada petak L-40 
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• Terdapat patok batas blok RKT 2024 yang terletak pada perbatasan petak I-43 

dengan petak I-44, pal batas blok RKT 2023 yang terletak pada perbatasan 

petak J-46 dengan areal PBPH lain, pal batas blok RKT 2022 yang terletak 

pada perbatasan petak N-43 dengan areal PBPH lain, patok batas blok RKT 

2021 yang terletak pada perbatasan petak L-40 dan petak L-41 

• Terdapat penanadaan kawasan lindung di lapangan yaitu :  

- Pada titik koordinat S 1˚ 35’ 28,701” E 128˚ 0’ 23,574” terdapat pal dengan 

polet merah dan plang sempadan Sungai Tawa yang terletak petak J-46 

Blok RKT 2023 

- Pada titik koordinat S 1˚ 34’ 22,356” E 127˚ 58’ 55,757” terdapat pal 

dengan polet merah dan plang sempadan Sungai Borne Kiri yang terletak 

petak M-43 Blok RKT 2022 

- Pada titik koordinat S 1˚ 33’ 14,361” E 127˚ 58’ 26,436” terdapat pal 

dengan polet merah dan plang sempadan Sungai Gruwak yang terletak 

petak O-42 Blok RKT 2022 

• Hasil observasi di lapangan terhadap penandaan batas blok RKT menunjukkan 

bahwa telah dibuat penandaan pada pohon yang berada pada batas blok 

berupa 3 (tiga) polet berwarna merah, batas areal berupa 3 (tiga) polet warna 

biru dan batas petak berupa 2 (dua) polet berwarna merah namun demikian 

penandaan polet pada pohon hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di 

lapangan. 

4 Verifier 2.5.4 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 

pendek 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia hanya 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja 

PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). Selama periode 

tersebut tercatat PT Wijaya Kencana Indonesia hanya menerbitkan RKT pada tahun 

2018, 2021, 2022 dan 2023. Kesesuaian rencana dan realisasi produksi selama 

periode audit adalah sebagai berikut : 

RKT Status 

RENCANA REALISASI PERSEN (%) 

Luas  

(Ha) 

Volume 

 (m3) 

Luas 

(Ha) 

Volume  

(m3) 
Luas Vol 

201

8 
Murni 523,56 

31.238,7

2 
42,68 2.396,61 8,15 7,67  

202

1 
Murni 908,93 

64.140,3

6 
365,50 

26.200,1

9 
40,21 40,85  

202

2 
Murni 1.137,33 

47.868,8

2 
905,98 

37.908,6

1 
79,66  79,19  

202

3 

Murni 1.115,87 
41.150,3

8 
693,00 

24.074,3

3 
62,10  58,50  

CO 1.137,33 8.809,49 407,15 3.713,52 35,80  42,15  

Rata-rata pencapaian 45,19  45,67  

Realisasi jumlah produksi < 50% dari volume produksi yang direncanakan 
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Nilai Kinerja Indikator : 10 /18 x 100 %  = 55,56 %   ( BURUK ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 1 

 

6) Indikator 2.6 :  

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan 

hutan. 

 

1. Verifier 2.6.1 

( Bobot : 1 ) 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 

Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dapat menunjukkan laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik. 

Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC bagian keuangan, PT 

Wijaya Kencana Indonesia saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Akuntan 

Independen atas laporan keuangan periode tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai 

surat keterangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera No. 

03/SK/KP-SV/IV/2024 tanggal 18 April 2024. Dengan demikian tidak diketahui 

kinerja keuangan perusahaan dan pendapat/catatan dari Kantor Akuntan Publik.  

2. Verifier 2.6.2 

( Bobot : 1 ) 

 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force 

majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam 

RKAP dianggap 100 %) 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dapat 

menunjukkan secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

selama periode audit (2018 - 2023). Hasil analisis realisasi alokasi dana yang 

proporsional berdasarkan RKAP PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2021, 2022 

dan 2023 diperoleh nilai perbedaan realisasi alokasi dana sebesar 49,84 %, 35,76 

% dan 37,60 % sehingga rata-rata perbedaan realisasi alokasi dana tahun 2021, 

2022 & 2023 sebesar 41,07 % (> 20 - 50 %). 

3. Verifier 2.6.3 

( Bobot : 2 ) 

 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 

publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 

ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dapat 

menunjukkan secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

selama periode audit (2018 - 2023). Hasil analisis realisasi alokasi dana 

berdasarkan RKAP PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2021 rata-rata realisasi 

alokasi dana sebesar 87,09 %,  tahun 2022 rata-rata realisasi alokasi dana sebesar 

90,74 % dan tahun 2023 rata-rata realisasi alokasi dana sebesar 87,33 % sehingga 

rata-rata realisasi alokasi dana tahun 2021, 2022 & 2023 sebesar 88,38 % 

(mencukupi ≥ 80 % dari kebutuhan). 

4 Verifier 2.6.4 

( Bobot : 2 ) 

: Realisasi pendanaan yang lancar. 
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NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dapat 

menunjukkan secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

selama periode audit (2018 - 2023). Hasil analisis realisasi pendanaan yang lancar 

terhadap kegiatan teknis kehutanan (TPTI) berdasarkan RKAP PT Wijaya Kencana 

Indonesia tahun 2021, 2022 dan 2023, rata-rata persentase realisasi pendanaan 

sebesar 58,14%, 99,62% dan 66,82%, berdasarkan analisis terhadap realisasi 

pendanaan teknis kehutanannya lainnya seperti kewajiban kepada negara (PSDH & 

DR) sampai dengan pelaksanaan audit dibayar lunas tidak ada tunggakan. 

Berdasarkan data dan informasi di atas, menunjukkan bahwa realisasi pendanaan 

untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar. 

5. Verifier 2.6.5 

( Bobot : 2 ) 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dapat 

menunjukkan secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

selama periode audit (2018 - 2023). Hasil analisis realisasi modal yang 

ditanamkan kembali ke hutan (Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan 

Tanaman, Perlindungan & Pengamanan Hutan dan Penelitian & Pengembangan) 

berdasarkan RKAP PT Wijaya Kencana Indonesia tahun 2021 sebesar 88,91%, 

tahun 2022 sebesar 89,77% dan tahun 2023 sebesar 95,23% sehingga diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 89,34% (≥ 80% dari jumlah yang direncanakan). 

Nilai Kinerja Indikator : 15 /24 x 100%  = 62,50 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

 

 

3) Kriteria : EKOLOGI 

 

9) Indikator 3.1 :  

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 

1. Verifier 

3.1.1  

( Bobot : 1 ) 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 

perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: - Luas dan jenis kawasan lindung berdasarkan beberapa dokumen perencanaan di PT 

WKI :   
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No 
Jenis Kawasan 

Dilindungi 

Luas Kawasan Lindung (ha) 

ANDAL 

Tahun 

2015 

RKUPH 

Periode 2017 

s/d 2026 

Tahun 2018 

 

Revisi 

RKUPH  

Periode 

2017 s/d 

2026 

Tahun 2022 

Perubahan 

RKUPH 

Periode 

2017 s/d 

2026 

Tahun 2024 

SK Direksi 

Tahun 

2024 

a. Pemulihan Lingkungan      

1.  Bufferzone Hutan 

Lindung 

1.905 1.900 1.900 1.943 1.943 

2.  Kawasan Lereng > 40% 3.067 3.335 3.335 3.233 3.233 

3.  Sempadan Sungai 864 769 769 801 801 

b. Perlindungan Kehati      

1 Perlindungan Areal Kars  3.639 3.639 3.792 3.792 

2. Kawasan Pelestarian 

Plasma Nutfah (KPPN) 
925 

482 482 462 462 

 3. Kawasan Perlindungan 

Satwa Liar (KPSL) 

377 377 370 370 

4. Kebun Benih (KB)   554 544 544 

c. Penyimpanan dan/atau 

Penyerapan Karbon 

     

Total 6.761 

(16,68%) 

10.502 

(27,14%) 

 

11.056 

(28,57%) 

11.145 

(28,80%) 

11.145 

(28,80%) 

 

- PBPH PT WKI telah menetapkan kawasan yang dilindungi dengan jenis dan luas 

sesuai dokumen perencanaannya yaitu  Dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2017 – 2026 Tahun 2024 sesuai Keputusan  

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 

2024. 

- PT WKI belum melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) yang 

terdapat di dalam areal kerjanya. 

- PBPH PT WKI telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai 

dengan dokumen perencanaan (RKUPH) namun belum didukung oleh kepemilikan 

informasi hasil identifikasi ABKT 

2. Verifier 

3.1.2  

( Bobot : 2 ) 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

dan/atau deliniasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: BURUK  / Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: - Rencana dan Realisasi Penataan Areal/Batas Kawasan Yang Dilindungi di PT WKI 

adalah sebagai berikut : 

 

No. Kawasan Yang Dilindungi 
Tahun 2024 
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Rencana 

(Meter) 

Realisasi s/d 

Tahun 2024 

(Meter) 

Pemeliharaan 

(Meter) 

1 Bufferzone Hutan Lindung 10.430 10.430 1.043 

2 Bufferzone Cagar Alam/HSA 40.000 7.760 931 

3 Kelerengan > 40% 158.323 49.030 4.903 

4 Sempadan Sungai 107.005 6.533 653 

5 Areal Kars 32.458 8.024 883 

6 KPPN 23.869 7.650 765 

7 KPSL 19.969 3.640 473 

8 Kebun Benih 21.184 6.584 658 

Jumlah 413.238 99.651 10.310 

Persentase 99.651/413.238 = 24,11%  

Sumber :  Dokumen Rencana dan Realisasi Tata Batas Kawasan Lindung Tahun 2024. 

 

- PT WKI belum melakukan identifikasi ABKT dan mendeliniasikan ABKT di dalam peta 

areal kerjanya. 

- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 24,11% dari yang seharusnya 

dan PT WKI belum melakukan deliniasi ABKT. 

3. Verifier 

3.1.3  

( Bobot : 1) 

 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
PT WKI telah memiliki peta penutupan lahan dengan sumber data Mosaik Sentinel 2A 

Band 11 8A 4 Scene ID T52MCD liputan tanggal 30 Januari 2022 dan tanggal 15 

Januari 2022.   Penutupan lahan sesuai hasil overlay Citra Satelit dan Peta Kawasan 

Lindung PT WKI menunjukan kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung adalah 

sebagai berikut : 

No Jenis Kawasan Dilindungi 

Luas 

(Ha) 

Penutupan Lahan 

(Ha) 

Hutan 

Sekunder 

(LOA) 

Non Hutan 

(NH) 

a. Pemulihan Lingkungan    

1.  Bufferzone Hutan Lindung 1.943 1.726 217 

2.  Kawasan Lereng > 40% 3.233 2.931 302 

3.  Sempadan Sungai 801 665 136 

b. Perlindungan Kehati    

1 Perlindungan Areal Kars 3.792 3.730 62 
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2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 

(KPPN) 

462 414 48 

 3. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) 370 104 266 

4. Kebun Benih (KB) 544 360 184 

c. Penyimpanan dan/atau Penyerapan 

Karbon 

   

Total 11.145  9.930 1.215 

Sumber :Peta Hasil Overlay Citra Satelit dan Peta Kawasan Lindung PT WKI Tahun 2022 

Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan mencapai luas 9.930 ha atau 

89,10% dari luas total kawasan lindung.  

4. Verifier 

3.1.4  

( Bobot : 2) 

 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut 

maka verifier ini menjadi Not Aplicable) 

NILAI 

KINERJA 

: NOT APPLICABLE 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 - Jenis Tanah Pada Areal PT WKI 

No. Simbol Klasifikasi Tanah 

Luas 

Ha % 

1 GPA Dystropepts; 

Troporthens;Tropudults/PMK 

699 1,81 

2 BJB Tropudults;Dystropepts; Troporthens 

/PMK 

2.768 7,15 

3 GSO Eutropepts; Dystropepts/PMK 27.338 70,65 

4 BMI Haplorthox; 

Acrorthox;Dystropepts/PMK 

606 1,56 

5 ADS Rendolls;Eutropepts;Tropudults/Renzina 5.308 13,72 

6 AYT Rendolls;Eutropepts;Tropudults/Renzina 216 0,56 

7 ORI Tropaquepts; Fluvaquens/Kompleks 1.760 4,55 

 38.695 100,00 

Sumber : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Berbasis IHMB Periode 2017 – 2026 Tahun 2018 

 

 Pada areal PT WKI tidak terdapat jenis/ekosistem tanah gambut sehingga verifier 3.1.4 

(Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut) tidak dapat diterapkan. 

5. Verifier 

3.1.5  

( Bobot : 2) 

 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 - Berdasarkan hasil identifikasi PT WKI terdapat 1.247 ha kebun di areal PT WKI, dari 

luasan tersebut 23 ha diantaranya berlokasi di kawasan lindung Kebun Benih.  Pada 

areal Kebun Benih juga terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan yaitu adanya 

penambangan ilegal.  Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen 

menunjukan upaya perusahaan sebatas himbauan lisan, pemasangan plang 

himbauan dan sosialisasi terkait perlindungan kawasan lindung, belum ada 

kesepakatan atau MoU dengan masyarakat terkait untuk penanganan gangguan 

terhadap kawasan lindung tersebut.   

- Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung, upaya 

penyelesaian oleh PT WKI telah dilaksanakan dan terdokumentasi namun upaya 

penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). 

6. Verifier 

3.1.6  

( Bobot : 1) 

 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau 

tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1-2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 - Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-

RPL) Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022,  Semester I Tahun 2023, 

dan Semester II Tahun 2023. 

- Terdapat beberapa berita acara kegiatan pengelolaan kawasan lindung : 

• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Pelestarian Satwa Liar PT 

Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2023. 

o Pemeliharaan batas sepanjang 8  km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

merah pada batang kayu 

• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Kebun Benih PT Wijaya 

Kencana Indonesia Tahun 2023 

o Pemeliharaan batas sepanjang 6,5 km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

putih pada batang kayu 

• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Kars PT Wijaya Kencana 

Indonesia Tahun 2023 

o Pemeliharaan batas sepanjang 26 km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

putih pada batang kayu 

• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Kars PT Wijaya Kencana 

Indonesia Tahun 2023 

o Pemeliharaan batas sepanjang 26 km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

putih pada batang kayu 

• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 

(KPPN) PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2023 

o Pemeliharaan batas sepanjang 4 km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

putih pada batang kayu 

• Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan Batas Bufferzone Cagar Alam Pulau Obi 

PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 
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• Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung Sungai Woi PT 

Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 

o Pemeliharaan batas sepanjang 15 km 

o Pembuatan jalur rintis lebar 2 meter dengan penandaan berupa cat warna 

putih pada batang kayu 

• Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan Batas Hutan Lindung dan Bufferzone 

Hutan Lindung Bukit Seribu PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2024 

 

- Laporan Inventarisasi KPPN Tahun 2023 

Hasil verifikasi lapangan  menunjukan terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung 

berupa penandaan batas, pemantauan flora fauna, sosialisasi dan pemasangan plang 

himbauan, namun laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup 

seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang telah ditentukan. 

 

Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang 

ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan namun tidak  terdapat  pelaporan yang 

mencakup  seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (13 / 21) x 100 % = 61,90% = SEDANG 

 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 

 

10) Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1  

( Bobot : 1) 

 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, 

terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, 

pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang 

teridentifikasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Prosedur sistem / SOP terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan di PT WKI : 

- SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Nomor Dokumen : 

SO-4-03, terbit 14 November 2023, revisi 0.  Tujuan SOP adalah memberikan 

petunjuk/ pedoman tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dalam rangka pengamanan dan perfindungan hutan.  SOP 

tidak mencantumkan referensi/acuan pedoman teknis dan regulasi yang 

berlaku. 

- SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Nomor Dokumen : SO-4-04, terbit 

14 November 2023, revisi 0.  SOP telah mencakup kegiatan-kegiatan yang 

meliputi kegiatan perambahan,  penebangan tanpa izin, pemungutan hasil 

hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, pencegahan kebakaran, mencegah 

dan menanggulangi hama penyakit.  SOP tidak mencantumkan 

referensi/acuan pedoman teknis dan regulasi yang berlaku. 

- Tersedia  prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang telah 

mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau 

penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau 
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jenis gangguan lain yang teridentifikasi namun prosedur yang disusun tidak 

sepenuhnya mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku. 

2. Verifier 3.2.2  

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: - Sarana prasarana pencegahan dan dan pengendalian kebakaran : 

PT WKI telah menyediakan sarana prasarana pencegahan dan dan pengendalian 

kebakaran yang mencakup sarana penyadartahuan atau kampanye pencegahan, 

sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan, sarana peringatan 

dini, sarana deteksi dini, sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan 

(perlengkapan pribadi, perlengkapan  regu, peralatan tangan, peralatan mekanis, 

dan lain-lain). Jenis sarana yang tersedia sebesar 49,50% dari ketentuan pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, jumlahnya juga masih 

kurang dari ketentuan. 

- Sarana prasarana pengamanan hutan dari gangguan yang teridentifikasi : 

PT WKI telah memiliki sapras pengamanan hutan seperti pos penjagaan, plang-

plang himbauan/peringatan (ilegal logging, perambahan, perburuan), sarana 

transportasi patroli, dan lain-lain. 

PT WKI telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 

ketentuan dan berfungsi dengan baik namun jenis dan jumlah sarana prasarana 

pada masing- masing gangguan ketersediaannya masih di bawah 50%, sehingga 

ketersediaannya belum sesuai dengan ketentuan. 

3. Verifier 3.2.3  

( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 

pemanfaatan teknologi 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1x1=1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: SDM perlindungan hutan di PT WKI : 

- Satuan Pengamanan/Waker : 

Terdapat 4 personil Satuan Pengamanan, seluruhnya belum memiliki sertifikat 

kompetensi pengamanan hutan. 

- Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan : 

Terdapat Organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

yang ditetapkan oleh Direktur yang didalamnya tercakup regu inti pelaksana 

yang berjumlah 30 personil, seluruh personil regu inti belum pernah mengikuti 

pelatihan teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan 

oleh instansi yang berwenang. 

- Penggunaan teknologi 

PT WKI telah menggunakan teknologi dalam perlindungan hutan secara terbatas  

dengan memanfaatkan website dalam pemantauan hotspot, namun secara luas 

penggunaan teknologi lainnya seperti penggunaan drone, cctv, dan lainnya 

belum dilakukan. 

 

PT WKI telah memiliki SDM perlindungan hutan namun belum memiliki 

kompetensi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  PT WKI telah 

memanfaatkan teknologi secara terbatas dalam melaksanakan kegiatan 

perlindungan hutan. 
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. 

4. Verifier 3.2.4  

( Bobot : 2 ) 

 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 - Telah dilaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara 

preemtif berupa sosialisasi yang terkait sosialisasi kawasan lindung, resolusi 

konflik, damkarhutla, perambahan, ilegal logging, dan perburuan satwa.  

Sosialisasi pada tahun 2023 telah mencakup desa-desa sekitar PT WKI yaitu 

Desa Sosepe dan Desa Kelo. 

- Tindakan preventif telah dilakukan dengan penyediaan sapras dan sdm, 

namun sapras yang tersedia belum sesuai dengan jumlah dan jenis sapras 

yang terdapat dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan.  Demikian juga dengan ketersediaan SDM  kompetensinya belum 

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan. 

- Berdasarkan pemeriksaan lapangan menunjukan kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan belum cukup efektif karena gangguan-gangguan di 

lapangan masih berlangsung seperti adanya penambangan ilegal di areal 

kawasan lindung 

Perlindungan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi 

melalui tindakan preemptif dan preventif.  PT WKI telah membuat laporan 

pemetaan konflik dan Laporan Sipongi secara berkala kepada instansi yang 

berwenang dan Laporan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Namun 

upaya yang dilakukan belum cukup efektif karena gangguan berupa 

penambangan ilegal masih tetap terjadi 

Nilai Kinerja Indikator : (8/15) x 100% = 53,33%  = BURUK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 1 

 

11) Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1  

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 

fisik dan kimia 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKL dan RPL Tahun 2015, dampak terhadap komponen fisik 

dan kimia akibat adanya kegiatan pemanfaatan hutan pada tahap operasi oleh PT WKI 

antara lain adalah menurunnya kualitas udara, meningkatnya kebisingan, perubahan 

kesuburan tanah, peningkatan erosi tanah, perubahan laju sedimentasi, perubahan 

kualitas air, dan peningkatan debit aliran permukaan. Dampak lingkungan lainnya 

yang akan dipantau adalah perubahan iklim mikro, peningkatan potensi kebakaran 

hutan dan lahan serta pencemaran limbah B3. 
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PT WKI telah memiliki beberapa standar prosedur terkait pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 

limbah B3, yaitu sebagai berikut : 

Jenis Dampak Standar Prosedur Yang Tersedia 

Penurunan Kualitas 

Udara 

- Tidak tersedia SOP yang terkait pengelolaan dan pemantauan 

penurunan kualitas udara 

Peningkatan kebisingan - Tidak tersedia SOP yang terkait pengelolaan dan pemantauan 

peningkatan kebisingan 

Perubahan kesuburan 

tanah 

- Tidak tersedia SOP yang terkait pengelolaan dan pemantauan 

perubahan kesuburan tanah 

Peningkatan Erosi 

Tanah 

- SOP Pengukuran dan Pengelohan Data Erosi Tanah, Nomor Dokumen 

SO-4-09, terbit 14 November 2023, revisi 0.  SOP telah mengacu 

kepada ketentuan diantaranya Keputusan Dirjen Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan Nomor 058/Kpts/V/1995 dan Direktorat Rehabiitasi 

dan Konservasi Tanah Tahun 1995 berupa Petunjuk Teknis 

Pembangunan dan Pengolahan Data Stasiun Pengamat Arus Sungai di 

Aeal Pengusahaan hutan. 

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Tebangan, Nomor Dokumen: 

SO-4-10, terbit 14 November 2023, revisi 0.  SOP telah mengacu 

kepada ketentuan  Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan 

Nomor 028/kpts/V/1994 tentang Pedoman Teknis Konservasi Tanah di 

Areal Pengusahaan Hutan. 

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan Hutan, TPK, dan TPn, 

Nomor Dokumen: SO-4-11, terbit 14 November 2023, revisi 0.  SOP 

telah mengacu kepada ketentuan Keputusan Dirjen Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan Nomor 028/kpts/V/1994 tentang Pedoman Teknis 

Konservasi Tanah di Areal Pengusahaan Hutan. 

Perubahan Laju 

Sedimentasi 

- SOP Pemantauan Kualitas Air, Nomor Dokumen SO-4-21, terbit 14 

November 2023, revisi 0.  SOP tidak memuat acuan/referensi yang 

digunakan dalam teknis pemantauan kualitas air.  

Perubahan Kualitas Air 

permukaan 

- SOP Pemantauan Kualitas Air, Nomor Dokumen SO-4-21, terbit 14 

November 2023, revisi 0.  SOP tidak memuat acuan/referensi yang 

digunakan dalam teknis pemantauan kualitas air.  

Peningkatan Debit 

Aliran Permukaan 

- SOP Pengukuran Debit Air Sungai, Nomor Dokumen SO-4-20, terbit 14 

November 2023, revisi 0.  SOP tidak memuat acuan/referensi yang 

digunakan dalam teknis pengukuran debit air sungai.  

Limbah B3 - SOP Penanganan Limbah B3, Nomor Dokumen : SO-4-15, terbit 14 

November 2023, revisi 0.  SOP telah mengacu kepada ketentuan yang 

diantaranya UU RI No 13 Tahun 2003, Peraturan Menakertrans RI No. 

Per-08/MEN/VII/2010. tanggal 6 Juli 2010 tentang Alat Pelindung Dini 

dan regulasi lainnya.  Referensi/acuan yang digunakan belum mengacu 

kepada ketentuan/regulasi yang terbaru terkait pengelolaan LB3 seperti 

PP No 22 Tahun 2021 dan PermenLHK no 6 tahun 2021. 

Perubahan Iklim Mikro - SOP Pengukuran Curah Hujan, Nomor Dokumen SO-4-08, terbit 14 

November 2023, revisi 0.  SOP telah mengacu kepada ketentuan 

diantaranya Keputusan Menteni Kehutanan Nomor ; 276/Kpts-IL/95 

tentang Pembangunan Stasiun pengamatan arus sungai di Areal 

Pengusahaan Hutan, Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan Nomor 058/Kpts/V/1995 tentang Pedoman 

Pembangunan Stasiun Pengamatan Arus Sungal (SPAS) di Areal 

Pengusahaan Hutan, Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah. 

1995 Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pengolahan Data Stasiun 

Pengamat Arus Sungai di Areal Pengusahaan Hutan, Direktorat 

Rehabilitasi dan Konservasi Tanah, 1996. Petunjuk Teknis Penyusunan 

Rancangan Stasiun Pengamat Arus Sungai. 

Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen  fisik 

dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun SOP yang terkait pengelolaan 

dan pemantauan kualitas udara, kebisingan, dan kesuburan tanah,  belum tersedia  

dan beberapa SOP tidak memuat acuan/referensi yang digunakan 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 31 dari 68 
 

2. Verifier 3.3.2  

( Bobot : 1 ) 

 

 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung 

dengan SDM yang memadai 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT WKI telah memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu 

sebagai berikut : 

No 
Sarana 

Prasarana 
Keterangan 

1.  Pengukur curah 

hujan 

(ombrometer) 

Jumlah = 1 

Terpasang di areal persemaian TPTI  

2.  Stick Pengukur 

Kedalam Air 

Sungai 

Sungai Sosepe 

3.  TPS limbah B3 Tidak terdapat TPS LB3 

 

4.  Workshop 

bengkel 

Lokasi : Basecamp Sosepe  

Lantai dasar masih berupa tanah 

5.  Tanki 

penyimpanan 

BBM 

Lokasi : Basecamp Sosepe  

Lantai dasar masih berupa tanah 

6.  Rumah mesin 

genset 

Lokasi : Basecamp Sosepe  

 

7.  Tempat sampah Lokasi: Basecamp PT WKI  

8.  Sedimen trap Drainase pada pinggir jalan utama yang kemudian dialirkan kedalam 

lubang penampungan sebagai sedimen trap, koordinat 1033’48,27”S 

127058’36,57”E 

9.  Pengukur erosi Jumlah = 2  

  

10.  Drainase Sepanjang jalan utama menuju RKT 2021, 2022, 2023, 2024 

11.  Slove/teras Koordinat 1035’23,67”S 12800’7,35”E 

12. Persemaian 

anakan alam 

Lokasi : Basecamp Sosepe  

 

 

- SDM pendukung untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 di PT WKI : 

Kabag Perencanaan  : Ipran Mujiono (Sarjana Kehutanan) 

Kabag Pembinaan Hutan dan Bina Lingkungan :Kriswanto (SMA) 

Kasi Pemantauan/Pengelolaan Lingkungan dan Litbang : Sarif Nasir (SMA) 

Kasi Persemaian, Penanaman, dan Pemeliharaan : Elsa Saude (SLTA) 

Belum terdapat SDM yang menangani limbah B3 dengan kompetensi yang memadai 

(belum mengikuti pelatihan). 
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Tersedia sebagaian sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap komponen  fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan 

dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang 

kompeten namun tidak proporsional karena belum terdapat SDM yang menangani 

limbah B3 dengan kompetensi yang memadai (belum mengikuti pelatihan). 

 

3. Verifier 3.3.3 

( Bobot : 2 ) 

 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 

kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Rencana Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan 

Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan 

- Penurunan Kualitas Udara : 

Pengelolaan 

• Melakukan penyiraman air sepanjang 

lintasan angkutan kayu yang melewati areal 

pemukiman 

• Pengaturan kecepatan kendaraan 

operasional maksimum 30 km/jam 

• Memasang rambu rambu jalan 

(perintah/larangan/petunjuk) 

• Menggunakan kendaraan yang telah lolos 

uji emisi dan memasang filter knalpot 

• Menanam pohon pelindung di sepanjang 

kiri kanan jalan yang kosong (tidak 

bervegetasi) 

• Pemakaian APD bagi karyawan yang 

bekerja di bagian bengkel 

Pemantauan 

• Pengumpulan data (TSP, SO2, CO, NO2) 

• Analisis data (Membandingkan hasil 

pengukuran dengan Baku Mutu udara 

Ambien) 

• Belum dilakukan pengelolaan dan 

pemantauan kualitas udara 

 

- Peningkatan Kebisingan : 

Pengelolaan : 

• Menanam pohon pelindung di sepanjang 

kiri kanan jalan yang kosong 

• Memasang rambu rambu jalan 

(perintah/larangan/petunjuk) 

• Memasang filter knalpot kendaraan 

• Sosialisasi ke masyarakat terkait potensi 

adanya kebisingan 

Pemantauan 

•  Pengukuran langsung tingkat kebisingan 

• Belum dilakukan pengelolaan dan 

pemantauan kebisingan 

 

- Penurunan kesuburan tanah : 

Pengelolaan 

• Hasil pengupasan lapisan atas tanah pada 

PWH tidak dibuang ke tebing 

sungai/sungai 

• Penambahan bahan organik pada kegiatan 

pembinaan hutan 

• Penanaman legume pada bekas jalan 

sarad dan revegetasi dengan segera  

Pemantauan  

• Telah dilakukan pengelolaan kesuburan 

tanah antara lain Hasil pengupasan lapisan 

atas tanah pada PWH tidak dibuang ke 

tebing sungai/sungai, penanaman sengon 

pada bekas jalan sarad. 

• Telah dilakukan uji sampel tanah Blok RKT 

2023 pada laboratorium PT Geoservices 

tanggal 16 Mei 2024 
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• Pengambilan data dengan uji contoh tanah 

komposit dan dianalisis di laboratorium 

- Peningkatan Erosi tanah : 

Pengelolaan 

• Mempertimbangkan kondisi musim yang 

ada di lokasi dalam pekerjaan PWH, 

penebangan, pembinaan yang berpotensi 

mengakibatkan longsor, erosi, sedimentasi 

• Pembuatan saluran drainase sementara 

• Pemanfaatan mulsa 

• Melaksanakan prinsip-prinsip RIL 

• Penanaman pada lokasi bekas jalan sarad 

• Penanaman pada lokasi bekas TPn 

Pemantauan  

• Pengamatan langsung terhadap timbulnya 

gejala erosi lembar/alur/parit 

• Pemakaian patok berskala 

• Analisis data dilakukan dengan asumsi 

berat jenis tanah (Bulk density) rata-rata 

sebesar 1 gr/cm3, maka kehilangan lapisan 

atas tanah setebal 1 mm/tahun setara 

dengan erosi sebesar 10 ton/ha/th 

• Dalam kegiatan produksi (pemanenan) telah 

Mempertimbangkan kondisi musim 

• Terdapat saluran drainase pada kiri kanan 

jalan utama 

• Penanaman pada lokasi bekas jalan sarad 

• Penanaman pada lokasi bekas TPn 

• Pemantauan dilakukan menggunakan 

metode bak erosi 

• Di dalam Laporan RPL-RKL belum ada 

analisis data erosi tanah 

 

- Perubahan laju sedimentasi 

Pengelolaan 

• Mempertimbangkan kondisi musim yang 

ada di lokasi dalam pekerjaan PWH, 

penebangan, pembinaan yang berpotensi 

mengakibatkan longsor, erosi, sedimentasi 

• Pembuatan saluran drainase sementara 

• Pada daerah yang permukaan tanahnya 

berubah akibat penebangan perlu dibuat 

bangunan pencegah longsor, erosi, dan 

saluran drainase 

• Pemanfaatan mulsa 

• Melakukan penanaman setelah 

penebangan pada lokasi rawan longsor dan 

erosi 

Pemantauan 

• Pengambilan data sampel air dan dianalisis 

di laboratorium 

• Dalam kegiatan produksi (pemanenan) telah 

Mempertimbangkan kondisi musim 

• Terdapat saluran drainase pada kiri kanan 

jalan utama 

• Penanaman pada lokasi bekas jalan sarad 

• Penanaman pada lokasi bekas TPn 

• Pemantauan dilakukan menggunakan 

metode bak erosi 

• Di dalam Laporan RPL-RKL belum ada 

analisis data erosi tanah 

• Pemantauan dilakukan dengan melakukan uji 

sampel air 

- Penurunan kualitas air permukaan 

Pengelolaan 

• Revegetasi sempadan sungai 

• Membuat jebakan sedimen pada alur-alur 

yang mengarah ke sungai 

• Penanganan limbah tebangan ditimbun 

atau dibenamkan di areal petak tebang 

Pemantauan 

• Pengambilan data sampel air dan dianalisis 

di laboratorium yang terakreditasi KAN 

• Membuat jebakan sedimen pada alur-alur 

yang mengarah ke sungai 

• Penanaman pada tanah kosong dan bekas 

jalan sarad 

• Pemantauan dilakukan dengan melakukan uji 

sampel air sungai Sosepe pada laboratorium 

PT Geoservices tanggal 28 Mei 2024 

- Peningkatan debit aliran permukaan : 

Pengelolaan 

• Tidak membuka area yang berlereng > 

40%, sempadan sungai 

• Pelatihan karyawan untuk meningkatkan 

kemampuan bidang konservasi tanah dan 

air dengan mengikutsertakan dalam 

• Area yang berlereng > 40% dan sempadan 

sungai telah ditetapkan sebagai kawasan 

lindung sehingga tidak dilakukan 

penebangan/pembukaan lahan. 

• Perusahaan belum mengikutsertakan 

karyawan dalam diklat/kursus yang diadakan 

oleh instansi terkait untuk meningkatkan 

kemampuan bidang konservasi tanah dan air 
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diklat/kursus yang diadakan oleh instansi 

terkait 

• Membentuk divisi pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan dalam struktur 

organisasi perusahaan yang 

menangani:kualitas udara, kualitas air, 

erosi, sedimentasi , debit aliran permukaan 

dan kesuburan tanah 

Pemantauan 

• Pemasangan alat duga tinggi muka air 

(papan berskala) 

• Pengambilan data : mengukur lebar 

penampang basah sungai, kedalam sungai, 

dan kecepatan arus 

• Analisis data :menghitung debit aliran 

sungai 

• Terdapat struktur organisasi yang telah 

mencakup divisi pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan  

• Pemantauan dilakukan dengan pemasangan 

pengukur tinggi muka air 

• Belum ada analisis hasil perhitungan debit air 

Terdapat laporan : 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) 

Semester I Tahun 2022 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) 

Semester II Tahun 2022 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) 

Semester I Tahun 2023 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) 

Semester II Tahun 2023 

- Tidak terdapat TPS LB3 

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 

kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan 

dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen lingkungan. . 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (8 / 12) x 100 % = 66,67,00% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

12) Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT WKI telah memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal 

PBPH, yaitu sebagai berikut : 

- SOP Identifikasi Flora Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-16, Revisi 01 

tanggal 14 Januari 2023.     
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- SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-17, Revisi 01 

tanggal 14 Januari 2023.     

SOP telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku diantaranya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,  Kepres nomor 

32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 

SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan 

satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hutan (PBPH), dan Standar Operasional Prosedur No. 

SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan 

regulasi lainnya. 

Secara umum SOP telah mencakup seluruh kegiatan identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan telah mengacu kepada regulasi/peraturan terbaru yang 

terkait flora fauna dilindungi. 

2. Verifier 3.4.2 

( Bobot : 2 ) 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH. 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yang 

dilakukan oleh PT WKI disandingkan dengan dokumen SOP identifikasi flora 

fauna menunjukan sebagian besar besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

SOP, namun masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan antara lain 

belum menyusun laporan hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. 

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT WKI tidak seluruhnya 

sesuai dengan prosedur identifikasi. 

3. Verifier 3.4.3 

( Bobot : 2 ) 

 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: - Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan secara berkala (tersedia data tahun 

2022 dan 2023) yang dilakukan di kawasan lindung KPPN dan areal Kars.  

Teridentifikasi jenis-jenis flora dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yaitu jenis-jenis anggrek dan kantong semar. 

- Kegiatan identifikasi fauna telah dilakukan secara berkala (tersedia data tahun 

2022 dan 2023) yang dilakukan di kawasan lindung KPPN dan areal Kars.  
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Teridentifikasi jenis-jenis fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan 

endemik diantaranya yaitu burung nuri, burung kakatua, dan burung enggang. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam daftar flora dan fauna 

namun belum dibuat dokumen Laporan hasil identifikasi 

Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun 

belum  didukung dengan rekaman yang memadai (tidak terdapat buku laporan 

hasil identifikasi).. 

Nilai Kinerja Indikator : (11/15) x 100% = 73,33%  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

13) Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang 

dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah 

serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT WKI telah memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu sebagai 

berikut : 

- SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-18, Revisi 00 tanggal 

14 November 2023.    . 

- SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-19, Revisi 01 tanggal 

14 November 2023.     

SOP telah mengacu kepada ketentuan yang berlaku diantaranya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,  Kepres nomor 32 tahun 

1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang 

Dilindungi, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 

SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan 

satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hutan (PBPH), dan Standar Operasional Prosedur No. 

SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh 
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Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan regulasi 

lainnya.  Berdasarkan pencermatan SOP masih terdapat kegiatan yang belum 

mengacu ketentuan khususnya ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa di mana kegiatan 

pengelolaan mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan 

habitat, perlindungan, dan litbang.  Kegiatan-kegiatan tersebut belum dituangkan di 

dalam SOP. 

Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain 

perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PT WKI namun hanya 

sebagian kegiatan yang mengacu ketentuan. 

2. Verifier 3.5.2 

( Bobot : 2 ) 

 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 
Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang dilakukan oleh PT WKI disandingkan 

dengan dokumen SOP pengelolaan flora fauna adalah sebagai berikut : 

Kegiatan Berdasarkan SOP Implementasi Di lapangan 

Pengelolaan Flora  

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana 

kegiatan operasional di lapangan dan 

masyarakat mengenai keberadaan flora 

dilindungi  

2. Membuat dan memasang papan 

pemberitahuan atas keberadaan flora 

dilindungi di areal kerja PT WKI 

3. Melakukan patroli dan/atau pemantauan 

secara berkala dilokasi dimana flora 

dilindungi tersebut berada, untuk 

memastikan bahwa flora dilindungi tersebut 

tidak mengalami gangguan  

4. Melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila 

dijumpai kondisi tapak dimana flora dilindungi 

tersebut berada dalam keadaan 

rusak/terganggu  

5. Mencatat semua kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan yang dilakukan, serta 

menuangkannya dalam sebuah laporan.  

6. Laporan pengelolaan flora dilindungi 

didokumentasikan dan disimpan dengan baik, 

dalam bentuk hard copy dan soft copy 

1. Sosialisasi kepada pelaksana kegiatan 

operasional di lapangan telah dilaksanakan 

(wawancara dengan sdr Ipran, karyawan 

lapangan).  Sosialisasi kepada masyarakat 

dilakukan secara teriintegrasi dengan materi 

lainnya secara berkala setiap tahun. 

2. PT WKI telah membuat dan memasang 

papan pemberitahuan keberadaan flora 

dilindungi 

3. Kegiatan patroli dilakukan secara berkala 

4. Tidak ada kegiatan rehabilitasi 

5. Tidak terdapat laporan pengelolaan flora 

dilindungi 

 

Pengelolaan Fauna  

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana 

kegiatan operasional di lapangan dan 

masyarakat mengenai keberadaan fauna 

dilindungi  

2. Membuat dan memasang papan 

pemberitahuan atas keberadaan fauna 

dilindungi di areal kerja PT WKI 

3. Melakukan patroli dan/atau pemantauan 

secara berkala dilokasi dimana fauna 

dilindungi tersebut berada, untuk 

memastikan bahwa flora dilindungi tersebut 

tidak mengalami gangguan  

4. Melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila 

dijumpai kondisi tapak dimana fauna 

1. Sosialisasi kepada pelaksana kegiatan 

operasional di lapangan telah dilaksanakan 

(wawancara dengan sdr Ipran, karyawan 

lapangan).  Sosialisasi kepada masyarakat 

dilakukan secara teriintegrasi dengan materi 

lainnya secara berkala setiap tahun. 

2. PT WKI telah membuat dan memasang 

papan pemberitahuan keberadaan fauna 

dilindungi 

3. Kegiatan patroli dilakukan secara berkala 

4. Tidak ada kegiatan rehabilitasi 

5. Tidak terdapat laporan pengelolaan fauna 

dilindungi 
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dilindungi tersebut berada dalam keadaan 

rusak/terganggu  

5. Mencatat semua kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan yang dilakukan, serta 

menuangkannya dalam sebuah laporan.  

6. Laporan pengelolaan fauna dilindungi 

didokumentasikan dan disimpan dengan baik, 

dalam bentuk hard copy dan soft copy 

 

Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT WKI tidak seluruhnya 

sesuai dengan prosedur yang tersedia. 

3. Verifier 3.5.3 

( Bobot : 2 ) 

 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik dan habitatnya di areal PBPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keputusan Direksi PT WKI  Nomor : SK.05/WKI/II/2024 telah menunjuk dan 

menetapkan kawasan lindung yang berada dalam areal PBPH PT WKI. Penetapan 

kawasan lindung dapat berfungsi untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, 

jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan / home range fauna.  PT WKI 

telah memiliki peta lokasi kawasan lindung areal yang dialokasikan untuk 

perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik 

atau lintasan / home range fauna.  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal 

yang dialokasikan untuk habitat flora / home range / lintasan satwa, kondisi 

penutupan hutannya sebagaian besar masih berhutan, namun pada sebagian kecil 

khususnya di areal Kawasan lidung Kebun Benih terdapat gangguan dan aktifitas 

tidak sesuai ketentuan yaitu adanya penambangan ilegal dan kebun cengkeh 

(tanaman tua). Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 

(Sekdes Desa Kelo) menunjukan masih terdapat kebiasaan masyarakat melakukan 

perburuan khususnya berburu burung Nuri (dijerat) dan Kus kus. 

 

Terdapat alokasi areal di dalam PBPH PT WKI  berupa kawasan lindung yang 

berfungsi antara lain sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang 

terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan 

lindung tersebut dan flora fauna pada areal tersebut. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (10/15) x 100% = 66,67%  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 
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4) Kriteria : SOSIAL 

14) Indikator 4.1 :  

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat 

dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 

penandaan batas secara partisipatif.  

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan 

hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, termasuk 

penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat Masyarakat (Nomor Dok. : SO-5-05 

Rev.0) tanggal 14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, 

diperiksa oleh Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor Dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal 

14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

3. SOP Penentuan Batas Partisipatif (Nomor dok. : SO-5-03 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur.  

 

PT Wijaya Kencana Indonesia belum memiliki prosedur sistem terkait deliniasi dan 

penandaan batas wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat / 

masyarakat setempat. 

Hasil telaahan terhadap SOP Penentuan Batas Partisipatif salah satu tujuannya 

adalah menentukan batas yang jelas secara partisipatif antara areal yang dikelola 

oleh UM dengan areal yang dikelola oleh masyarakat setempat, namun sampai 

pelaksanaaan penilaian belum ada implementasinya terkait penandaan batas 

partisipatif terhadap areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.  

Prosedur yang tersedia, masih belum mengacu pada pedoman teknis serta belum 

mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti peraturan mengenai perhutanan 

sosial sesuai P. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial, P.7 Tahun 2020 tentang Hutan 

Adat dan peraturan lainnya (seperti PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan SK.9895 

Tahun 2022). 

 

Prosedur PT Wijaya Kencana Indonesia yang tersedia masih belum seluruhnya 

mengacu pada pedoman teknis serta belum mengacu kepada ketentuan dan 

peraturan yang terbaru. 

2. Verifier 4.1.2 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 

rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 
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1. Peta Sebaran Desa PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000, areal 

PT Wijaya Kencana Indonesia masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan 

yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

2. Peta Kebun di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di 

dalam areal PT Wijaya Kencana Indonesia terdapat pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa : Kebun Cengkeh, Pala 

dan Coklat, PT Wijaya Kencana Indonesia sudah melakukan deliniasi terhadap 

kebun tersebut dalam peta seluas ± 1.247 Ha, namun belum dilakukan 

identifikasi dilapangan. 

3. Peta RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode Tahun 2017 - 2026 skala 1 

: 50.000, terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal PT Wijaya Kencana 

Indonesia dan informasi keberadaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat 

sekitar diareal PT Wijaya Kencana Indonesia. 

4. Peta RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2023, terdapat informasi 

kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa Kebun Cengkeh, Pala dan 

Coklat/Buah. 

5. RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2017 - 2026, berdasarkan SK. 

Pengesahan Nomor : SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 13  

Maret 2018, terdapat informasi terkait keberadaan masyarakat sekitar areal PT 

Wijaya Kencana Indonesia 

6. Revisi RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2017 - 2026 (Tahun 

2022) dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.9609/MenLHK-

PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022, merupakan dokumen 

rencana operasional perusahaan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

7. RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017 -2026, dan telah disahkan 

berdasarkan SK.30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, merupakan dokumen 

rencana operasional perusahaan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

8. RKTUPH-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2018 dan Tahun 2021, 

merupakan dokumen rencana operasional perusahaan pada tahun berjalan. 

9. RKTPH Tahun 2022 - 2024, merupakan dokumen rencana operasional 

perusahaan pada tahun berjalan.   

 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan identifikasi pola penguasaan 

SDA/SDH oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, pemanfaatan 

lahan oleh masyarakat di areal PT Wijaya Kencana Indonesia yang masih 

berlangsung berupa kepemilikan kebun Cengkeh, Pala dan Coklat serta tanaman 

buah di areal PT Wijaya Kencana Indonesia.  

Masyarakat sekitar areal mempunyai kebiasaan/budaya membuat Kebun Cengkeh, 

Pala dan Coklat secara turun menurun, bahkan sebelum izin perusahaan terbit. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu Konsultasi 

Publik dan wawancara secara langsung diperoleh informasi bahwa kegiatan yang 

masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT Wijaya Kencana Indonesia 

antara lain berkebun tanaman Cengkeh, Pala dan Coklat, serta terdapat sebagian 

masyarakat yang menambang Batu Permata secara tradisional, akan tetapi PT 

Wijaya Kencana Indonesia baru memiliki sebagian dokumen terkait kegiatan 

masyarakat di arealnya. 
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Hasil observasi lapangan aktivitas masyarakat di areal PT Wijaya Kencana Indonesia 

sebagai berikut : 

a) Kebun Cengkeh Masyarakat an. Keluarga La Baua dengan koordinat S = 1⁰ 31’ 

45,19” dan E = 127⁰ 56’ 40,95”  

b) Kebun Cengkeh Masyarakat an. La Suratno dengan koordinat S = 1⁰ 31’ 45,13” 

dan E = 127⁰ 56’ 40,92”  

c) Lokasi masyarakat menambang Batu Permata dengan koordinat S = 1⁰ 32’ 

16,23” dan E = 127⁰ 57’ 35,04”  

 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki rekaman  yang berisi data dan informasi hasil 

pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur 

yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

3. Verifier 4.1.3 

( Bobot : 2 ) 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH 

yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai 

prosedur 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan deliniasi dan implementasi 

penandaaan batas secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Wijaya 

Kencana Indonesia yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam : 

1) Peta Sebaran Desa PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000, areal 

PT WKI masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi 

Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan. 

2) Peta Kebun Di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di 

dalam areal PT Wijaya Kencana Indonesia banyak ditemukan pemanfaatan 

lahan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa Kebun 

Cengkeh, Pala dan Coklat, sudah dilakukan deliniasi dalam peta terhadap kebun 

masyarakat seluas ± 1.247 Ha, namun belum mencakup seluruh areal.  

3) PT Wijaya Kencana Indonesia belum melakukan penataan secara partisipatif 

terhadap areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat, akan tetapi baru tahap 

identifikasi 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan deliniasi dan implementasi 

penandaan terhadap sebagian batas secara partisipatif di arealnya, akan tetapi tidak 

didukung dengan rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 8 / 12 ) x 100 % = 66,67 %  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

15) Indikator 4.2 :  

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur 

1. Verifier 4.2.1 

( Bobot : 2 ) 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.  

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia  memiliki  

dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam : 

1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Wijaya Kencana Indonesia 

Semester 1 Tahun 2023 (terdapat bukti tanda terima tertanggal 2 Juni 2024) 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Wijaya Kencana Indonesia 

Semester 2 Tahun 2023 (terdapat bukti tanda terima tertanggal 2 Juni 2024) 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Wijaya Kencana Indonesia 

untuk tahun sebelumnya, tidak tersedia. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wijaya Kencana Indonesia  telah 

melakukan identifikasi potensi konflik meliputi : pemanfaatan SDH/SDA berupa 

ladang/kebun Cengkeh, Pala dan Coklat milik masyarakat atau kelompok masyarakat 

serta Pemanfaan HHBK (Damar), Penambangan Batu Permata dan Illegal logging 

yang ada di arealnya, namun tidak dilengkapi dengan peta lokasinya. 

Selama periode audit Sertifikasi Awal PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun 

sebagian Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (Semeser 1 & 2 Tahun 

2023), dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang (Dishut Maluku Utara 

dan BPHL Wil XIV Ambon), dan tidak sesuai dengan tata waktunya. 

2. Verifier 4.2.2 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia mekanisme resolusi konflik 

 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki prosedur 

tertuang dalam : SOP Pemetaan Potensi Konflik (Nomor dok. : SO-5-04 Rev.0) 

tanggal 14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

Pada SOP Penyelesaian Konflik yang ada disebutkan bahwa dalam menyelesaian 

konflik melalui :  

1. Pendekatan Kesejahteraan (musyawarah),  

2. Penyelesaiaan dengan mencari alternatif /Alternatif Dispute Resolution (ADR) 

3. Penyelesaian melalui jalur legal formal atau jalur hukum. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 

Tahun 2016, namun belum disesuaikan dengan peraturan yang baru. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan 

Masyarakat, namun belum seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8 

Tahun 2021 Lampiran V), SOP tersebut telah disosialisasikan namun belum 

disepakati oleh para pihak. 

3. Verifier 4.2.3 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas 

khusus menangani konflik sesuai SK Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia Nomor : 

SK.12/WKI/11/2023 yang disusun Tanggal 14 November 2023, dalam Struktur 
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Organisasi tersebut Ketua Tim (Manager Camp) dibantu 3 (tiga) orang yaitu Kabag 

Sosial/PMDH, Satpam PH dan Bagian Pemetaan, serta telah melibatkan tokoh 

masyarakat sekitar (Kepala Desa dan BPD), akan tetapi dalam Struktur Organisasi 

tidak dilengkapi dengan Job Description masing-masing jabatan. 

Sedangkan dalam hal pendanaan, PT Wijaya Kencana Indonesia telah mengalokasi 

biaya/pendanaan secara khusus dalam penanganan konflik, namun baru sebagian 

pada tahun 2023 PTWijaya Kencana Indonesia menyusun anggaran penyelesaian 

konflik sebesar Rp. 12.500.000,- dan tahun 2024 sebesar Rp.14.000, meliputi 

kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perburuan liar, berkebun dalam 

hutan dan pengambilan getah, Pemasangan Spanduk/himbauan dan Sosialisasi 

pembentukan kelompok tani di desa Kelo dan Sosepe.  

Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, selama ini apabila ada konflik 

dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan 

dengan mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.  

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan 

konflik yang melibatkan para pihak, akan tetapi belum dilengkapi job describtion 

serta PT Wijaya Kencana Indonesia belum   menyiapkan anggaran secara khusus 

untuk penyelesaian konflik setiap tahun yang dirinci sesuai dengan tahapan 

penyelesaian konflik. 

4. Verifier 4.2.4 

( Bobot : 1) 

 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), Berdasarkan Laporan Identifikasi dan 

Pemetaan Konflik Tahun 2023 PT Wijaya Kencana Indonesia, di areal PT Wijaya 

Kencana Indonesia hasil identifikasi terdapat 4 (empat) kasus yang ada di arealnya 

meliputi :  

1. Pemanfaatan HHBK (Damar) 

2. Berkebun dalam hutan (Cengkeh, Pala dan Coklat) 

3. Penambangan Batu Permata Tradisional 

4. Illegal Logging 

Pada Tahun 2023, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun anggaran untuk 

penyelesaian konflik sebesar Rp. 12.500.00,- dan Tahun 2024 sebesar 14.000.000,- 

yang telah dirinci sesuai tahapan kegiatannya untuk proses penyelesaian konflik 

meliputi kegiatan: 

a) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perburuan liar, berkebun dalam hutan 

dan cara pengambilan getah Damar/Agathis 

b) Pemasangan Spanduk/ himbauan 

c) Sosialisasi terkait pembentukan Kelompok Tani (Cengkeh/Pala) di desa Kelo 

dan Sosepe 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan identifikasi potensi konflik yang ada 

di arealnya, PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun sebagian rencana 

resolusi konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, akan tetapi belum 

melibatkan para pihak. 
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5. Verifier 4.2.5 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), telah memiliki sebagian laporan terkait 

penanganan konflik yang pernah terjadi, sampai saat ini belum ada konflik yang 

signifikan di areal PT Wijaya Kencana Indonesia, konflik yang ada masih bisa 

diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun Laporan Realisasi Penyelesaian 

Konflik Sosial Tahun 2022 dan tahun 2023, kegiatannya masih sebatas sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar belum ada potensi konflik yang telah diselesaikan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat sebagian laporan terkait realisasi 

pelaksanaan penanganan konflik dan  menyampaikan kepada instansi yang 

berwenang, namun baru 2 (dua) laporan yang telah disampaikan (Laporan 

Semester 1 & 2 Tahun 2023). 

Nilai Kinerja Indikator : ( 14 / 21 ) x 100 % = 66,67 %  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

16) Indikator 4.3 :  

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

1. Verifier 4.3.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

oleh pemegang PBPH.  

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen/laporan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000, areal 

PT Wijaya Kencana Indonesia masuk wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan 

yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan 

2. Peta Kebun Di dalam Areal PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 10.000, di 

dalam areal PT Wijaya Kencana Indonesia ditemukan pemanfaatan lahan oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar berupa kebun Cengkeh, Pala 

dan Coklat dan sudah dilakukan deliniasi dalam peta areal kerja dengan luas ± 

1.247 Ha, namun baru sebagian . 

3. Bukti Kuitansi Pembayaran Upah Pemasangan Seling pada saat pemuatan kayu 

ke ponton 

4. BAST Pembayaran Dana Pembangunan Desa (Fee Kompensasi Produksi) 

5. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 - 2024 (tersedia sesuai kegiatan) 

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Wijaya Kencana Indonesia : 

✓ Tahun 2023 = 23,07 %,  

✓ Tahun 2024 = 28,33 % 

❖ Rata-rata = 25,70 %) 
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PT Wijaya Kencana Indonesia belum memiliki data atau informasi terkait dengan 

dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Wijaya Kencana Indonesia 

terhadap masyarakat sekitar areal, serta data terkait luas areal yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar. 

 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sebagian dokumen / data  dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, akan tetapi tidak 

lengkap. 

 

2. Verifier 4.3.2 

( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran 

serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal 

14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

3. SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika yang lengkap mencakup tujuan, ruang 

lingkup, pengertian, dokumen rujukan, penanggung jawab, prosedur kegiatan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia  memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah 

disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan dari 

masyarakat. 

3. Verifier 4.3.3 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan 

aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen rencana yang memuat upaya 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Wijaya Kencana Indonesia Periode Tahun 

2017 - 2026, berdasarkan SK.Pengesahan Nomor : SK.1112/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 tanggal 13  Maret 2018 

2. Revisi RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2017 - 2026 (Tahun 

2022) dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.9609/MenLHK-PHL/ 

PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 
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3. RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017-2026, dan telah disahkan 

berdasarkan Nomor : SK.30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 

4. RKTUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2018 dan 2021 (RKT 

Tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia) 

5. RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2022 - 2024 

6. Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2022 dan Tahun 2023 

(RO Tahun sebelumbya tidak tersedia) 

7. Kesepakatan terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ (untuk desa Sosepe dan Kelo). 

8. Kesepakatan Pemasangan Seling pada saat pemuatan kayu ke ponton Rp. 

2.000/M³ (bergiliran 2 desa). 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Wijaya Kencana 

Indonesia yang tertuang dalam : RKUPH,  RKTPH, RO PMDH/Kelola Sosial dan 

beberapa kesepakatan dengan masyarakat, akan tetapi tidak lengkap (hanya 

tersedia sebagian).  

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH 

mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, namun tidak lengkap dan belum mengakomodir 

aspirasi masyarakat. 

3. Verifier 4.3.4 

( Bobot : .2) 

 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan 

aktifitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2023, 

rata - rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja) 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada : 

a) Tahun 2023 sebesar = 23,07 %  

b) Tahun 2024 sebesar = 28,33 % 

❖ Rata-rata = 25,70 % 

- Kerjasama pemasangan seling pada saat pemuatan kayu di ponton dengan 2 

desa, atau sebesar 100 %  

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Wijaya 

Kencana Indonesia sebesar : 

                              ( 0 + 25,70 + 100) % : 3 = 41,90 % (< 50 %) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 41,90 % (< 50%) dari rencana, 

tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 11 / 15 ) x 100% = 73,33 %  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 
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17) Indikator 4.4 :  

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

1. Verifier 4.4.1 

( Bobot : .2) 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH  

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi 

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan 

meliputi :  

✓ Bantuan Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi Produksi (desa Kelo 

dan Sosepe)  

✓ Bantuan Honor Aparat Desa (desa Kelo dan Sosepe) 

✓ Pembuatan Pagar Rumah Masyarakat (desa Kelo dan Sosepe) 

✓ Bantuan Pembuatan Long boat (desa Kelo) 

✓ Perbaikan jalan desa dari desa Sosepe menuju desa Kelo 

✓ Pemanfaatan TK sebagai karyawan PT WKI 

 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi 

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan 

yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait 

lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan baru sebagian yang 

telah disepakati program prioritasnya ( tersedia untuk tahun 2021, 2022 dan 

2023). 

 

2. Verifier 4.4.2 

( Bobot : .1) 

 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 

dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup 

sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana 

PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 

✓ Revisi RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2017 - 2026 (Tahun 

2022) dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.9609/MenLHK-PHL/ 

PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 

✓ RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2017-2026, dan telah disahkan 

berdasarkan Nomor : 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 

✓ RKTUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2018 dan 2021 (RKT 

Tahun 2019 dan 2020 tidak tersedia) 

✓ RKTPH PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2022 - 2024, merupakan dokumen 

rencana kegiatan PT Wijaya Kencana Indonesia pada tahun berjalan 

✓ Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH PT Wijaya Kencana Indonesia 

Tahun 2022 dan Tahun 2023 (RO tahun sebelumnya tidak tersedia). 
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✓ Kesepakatan terkait Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi (Rp. 

8.000,-/M³ untuk 2 (dua) desa Sosepe dan Kelo). 

✓ Kesepakatan kerjasama Pemasangan Seling pada saat pemuatan kayu ke 

ponton Rp. 2.000/M³ (bergiliran 2 desa). 

✓ Pemanfaatan Tenaga Kerja dari masyarakat sekitar  rata- rata sebesar = 25,70 

% 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saat 

konsultasi publik diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan 

sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT 

Wijaya Kencana Indonesia, namun belum seluruhnya diimplementasikan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab 

sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang 

jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 

identifikasi. 

 

3. Verifier 4.4.3 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual :  3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 

mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan 

lingkungan antar lain : 

1. SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal 

14 November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

3. SOP Pembayaran Dana Kompensasi (Nomor dok. : SO-5-06 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh, 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

4. SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 14 

November 2023, dibuat oleh Kabag.PMDH/Kelola Sosial, diperiksa oleh 

Manager Camp dan disetujui oleh Direktur. 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika mencakup : pengertian, tujuan, penanggung 

jawab, lokasi kegiatan, data/masukan, hasil/keluaran, prosedur kerja. 

 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab  

sosial dan lingkungan oleh perusahaan, yang menjamin terlaksananya seluruh 

program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang 

 

4. Verifier 4.4.4 

( Bobot : 2) 

 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. BA Kesepakatan Bantuan Dana Pembangunan Desa Kelo dan Desa Sosepe 

dengan PT WKI, tanggal 23 April 2021 

2. BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2023, Batas Areal 

Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Kelo Kec. Obi Timur oleh 

PT WKI Tahun 2023, tanggal 5 Juni 2023 (hadir 12 orang). 

3. BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2023, Batas Areal 

Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Sosepe Kec. Obi Timur 

oleh PT WKI Tahun 2023, tanggal 8 Juni 2023 (hadir 15 orang). 

4. BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2024, Batas Areal 

Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Kelo Kec. Obi Timur oleh 

PT WKI Tahun 2024, tanggal 4 Maret 2024 

5. BA Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, RKT Tahun 2024, Batas Areal 

Kerja dan Kawasan Lindung kepada Masyarakat Desa Sosepe Kec. Obi Timur 

oleh PT WKI Tahun 2024, tanggal 5 Maret 2024 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 

diperoleh informasi bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan sosialisasi 

kepada sebagian masyarakat desa terdampak terkait Visi Misi dan Tujuan 

Perusahaan, Blok RKT Tahun Berjalan, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung, 

namun baru sebagian tersedia Berita Acara Sosialisasinya untuk Tahun 2021, 2023 

dan 2024, sedangkan tahun sebelumnya tidak tersedia. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, 

namun hanya tersedia sebagian bukti proses dan  hasil sosialisasinya. 

5. Verifier 4.4.5 

( Bobot : 2) 

 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. 

 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 

rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2023 (disajikan pada 

tabel). 

a. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT Wijaya Kencana Indonesia 

Semester 1 & 2 Tahun 2022 - 2023, telah dilaporkan kepada instansi 

berwenang (terdapat bukti tanda terima tanggal 2 Juni 2024) 

b. BA Serah Terima kegiatan kelola sosial tersedia sesuai kegiatan yang 

dilaksanakan.  

 

❖ Realisasi kegiatan  Kelola Sosial/PMDH PT Wijaya Kencana Indonesia sebagai 

berikut : 

- Tahun 2020 mencapai = 30,77 %  

- Tahun 2021 mencapai = 90,00 % 

- Tahun 2022 mencapai = 84,63 %  

- Tahun 2023 mencapai =  97,59 %  

       (desa binaan Desa Sosepe dan Desa Kelo) 
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Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Wijaya Kencana 

Indonesia  tahun 2020 - 2023, rata-rata sebesar 75,75 % dilengkapi dengan bukti 

sesuai kegiatannya, akan tetapi untuk realisasi kegiatan Kelola Sosial/PMDH tahun 

sebelumnya (tahun 2018 - 2020) tidak tersedia, serta baru sebagian (tahun 2023 

dan 2023) telah dilaporkan ke instansi berwenang. (tersedia bukti tanda terima 

tanggal 2 Juni 2024). 

 

❖ Kegiatan kelola sosial PT Wijaya Kencana Indonesia pada periode audit 

Sertifikasi Awal meliputi :  

1. Bantuan Pembangunan Desa (2 desa) 

2. Fee Pembangunan  Desa (Fee Kompensasi) untuk desa Sosepe dan desa 

Kelo 

3. Honor Perangkat Desa (2 desa) 

4. Perbaikan jalan (Pemakaian Alat Berat) 

5. Pembangunan Pagar Rumah Masyarakat (2 Desa) 

6. Perbaikan Rumah Ibadah (desa Kelo) 

7. Pembangunan Masjid di desa Sosepe 

8. Kegiatan Pemuatan Kayu ke Ponton (2 desa bergantian) 

9. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal rata-rata sebesar = 25,70 % 

 

Nilai Kinerja Indikator :  ( 17 / 24 ) x 100 % = 70,83 %  = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

18) Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial.  

 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 

sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:  

• Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia periode tahun 2022 - 

2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Kab. Halmahera Selatan Nomor : KEP. 01/Transnaker/V/2022 tanggal 12 Mei 

2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana 

Indonesia, dengan masa berlaku  sampai 12 Mei 2024, tidak tersedia BA 

Sosialisasi PP Kepada Karyawannya .  

• Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia periode tahun 2024 - 

2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kab. Halmahera Selatan Nomor : 560/12/Transnaker/I/2024 tanggal 19 Januari 

2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT WKI, dengan masa 

berlaku (2 tahun) sampai 18 Januari 2026, dan telah disosialisasikan kepada 

karyawan pada tanggal 29 Februari 2024 (dilengkapi dengan daftar hadir).  

• Di Lingkungan PT Wijaya Kencana Indonesia belum terbentuk Serikat Pekerja 

akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Surat Edaran memberikan 
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kebebasan kepada karyawan/wati dilingkup PT WKI untuk 

mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai SK Direktur 

Nomor: 05/WKI/TER/II/2022 tanggal 1 Februari 2022. 

• Tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Wijaya Kencana Indonesia 

Tahun 2023 yang disampaikan ke Disnakertrans tanggal 15 Mei 2024 

• Terdapat contoh SPK an. Syahrir dan Deva Libertius Susanto (PKWT) telah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

• Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada waktu 

masuk kerja berumur 18 Tahun 2 bulan, an. Anjas J. Daeng Nambung 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki  peraturan perundang-undangan 

ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 

tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait 

ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 

2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang 

penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja 

migran Indonesia. 

PT Wijaya Kencana Indonesia  memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang 

legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang disepakati. 

2. Verifier 4.5.2 

( Bobot : 1) 

 Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen standart jenjang karir yang 

dituangkan dalam PP PT Wijaya Kencana Indonesia Periode 2022 – 2024  pada Bab 

V-VI Pasal 19-21 tentang Perubahan Jabatan, Ketentuan Perubahan Jabatan dan 

Penilaian Prestasi. 

Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia 

berupa peningkatan jabatan yang lebih tinggi dan perubahan upah. 

Implementasi kebijakan jenjang karir PT Wijaya Kencana Indonesia Tahun 2018 - 

2024 

No Tahun  Promosi Nama Ket. 

1 2018 0 -  

2 2019 0 - Tidak ada RKT 

3 2020 0 - 

4 2021 0 -  

5 2022 0 -  

6 2023 0 -  

7 2024 2 

 

1. Ipran Mujiono 

2. Oon Dwi 

Wawan 

Promosi Perubahan 

Gaji 
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Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Wijaya Kencana Indonesia 

yang ada dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Wijaya Kencana 

Indonesia diperoleh informasi bahwa sebagian besar karyawan PT Wijaya Kencana 

Indonesia berstatus sebagai karyawan kontrak/tidak tetap (PKWT) yang tidak 

menjamin jenjang karir di perusahaan serta banyak ditemukan karyawan dengan 

jabatan rangkap. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang 

berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah 

diimplementasikan sebagian serta karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia sebagian 

besar berstatus sebagai karyawan kontrak (PKWT) dan terdapat perangkapan 

jabatan oleh satu karyawan. 

3. Verifier 4.5.3 

( Bobot : 2 ) 

 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang 

dalam peraturan perusahan PT Wijaya Kencana Indonesia periode 2022 - 2024 pada 

Bab VI Pasal 22 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Implementasi Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

tertuang dalam rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Wijaya Kencana 

Indonesia periode tahun 2018 - 2023 sebagai berikut : 

1. Tahun 2018 - 2021 tidak tersedia dokumen terkait Rencana dan Realisasi 

Pelatihan di PT Wijaya Kencana Indonesia 

2. Tahun 2022 realisasi Pelatihan PT Wijaya Kencana Indonesia mencapai 100 % 

(dari rencana 4 dan realisasi 4 ), dan Jenis Pelatihan 100 % 

3. Tahun 2023 realisasi Pelatihan PT Wijaya Kencana Indonesia mencapai 75,00 

% (dari rencana 8 dan realisasi 6), dan Jenis Pelatihan 75,00 % 

 

Berdasarkan uraian tersebut PT Wijaya Kencana Indonesia telah merealisasikan 

pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan 

promosi, untuk tahun 2018 - 2023, realisasi  jenis pelatihan rata-rata sebesar 35,00 

%  sedang peserta mencapai 35,00 %. 

Hasil telaahan terhadap kebutuhan SDM dalam struktur organisasi PT Wijaya 

Kencana Indonesia masih banyak yang belum lengkap terutama Ganisnya, akan 

tetapi dari PT Wijaya Kencana Indonesia belum ada pemenuhan jabatan tersebut 

melalui perencanaan pengembangan kompetensi SDM. 

 

4. Verifier 4.5.4 

( Bobot : 2) 

 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual :  3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Wijaya Kencana 

Indonesia tercantum dalam : 

a) PP PT Wijaya Kencana Indonesia Periode tahun 2022 - 2024 Bab VII – Bab VIII 

Pasal 23 - 29 tentang Pegajian dan Tunjangan Kesejahteraan 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 53 dari 68 
 

b) SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 504/KPTS/MU/2023 tanggal 4 Desember 

2023 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Ternate Tahun 

2024  sebesar Rp. 3.250.000,-. 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. RS dan FKR, upah yang diterima 

sama dengan UMK yang berlaku di Kab. Maluku Utara, dan dibayarkan setiap 

tanggal 5 - 10. 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2024 sebesar 

Rp.36.990.787,- (peserta 96 Karyawan) dan Mei 2024 sebesar Rp. 

37.513.237,- (peserta 98 karyawan) dan contoh kartu perserta BPJS 

Ketenagakerjaan an. Adi Setiawan dan Abdul Toma. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2024 sebesar Rp. 13.030.795,- 

(peserta 76 karyawan) dan  bulan Mei 2024 sebesar Rp. 13.880.795,- (peserta 

79 karyawan) dan contoh kartu BPJS Kesehatan an. Deva Libertius Susanto 

dan 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Wijaya Kencana 

Indonesia Sosepe yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan, Sarana 

Ibadah, sarana olah raga dll, cukup memadai  

g) Di Camp PT Wijaya Kencana Indonesia tidak dilengkapi  Klinik perusahaan, 

namun ada kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di rujuk ke Polindes 

di desa Susepe (Bidan atau Mantri) ditanggung perusahan, dan apabila agak 

berat dirujuk ke Rumah Sakit yang ada Liuwei, selanjutnya di rujuk ke Ternate. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. SN, ES dan WPA) diperoleh informasi 

bahwa PT Wijaya Kencana Indonesia telah merealisasikan seluruh tunjangan 

kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

ada. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan 

kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan dan telah 

diterapkan seluruhnya sesuai standar yang berlaku. 

 

Nilai Kinerja Indikator : ( 15 / 18 ) x 100 % = 83,33 %  = BAIK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

 

5) Standar VLHH Kayu 

  

1. Prinsip 1 :  

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 

1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen legal terkait pemberian izin 

PBPH sebagai berikut : 

a. SK PBPH sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Republik Indonesia No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016Tanggal 18 

Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
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DalamHutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia Atas Areal Hutan 

Produksi seluas ± 38.695 Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi 

Maluku Utara. SK ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro 

Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. 

Puspasari dan distempel. Terdapat lampiran Peta Skala 1 : 100.000.   

b. Terdapat  SK  Addendum  berupa  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  

Kehutanan  No. SK. 918/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021  tanggal  13  Oktober  

2021  tentang  perubahan  atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Dalam Hutan Alam Kepada PT 

Wijaya Kencana Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 38.695 Hektar di 

Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pada SK tersebut 

mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

c. Terdapat peta overlay antara areal kerja PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia 

dengan Peta Indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi tahun 2020 di Pulau 

Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang menyatakan 

bahwa seluruh areal PT Wijaya Kencana Indonesia berada pada kawawan Hutan 

Produksi (HPT dan HP) 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen legalitas perusahaan/perseroan 

terbatas sebagai berikut : 

a. Akte Pendirian Perusahaan No. 12 tanggal 17 April 2014 Notaris Tatiek Nurdjanti, 

SH di Ternate. Dokumen Akte Pendirian Perusahaan telah mendapat 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-08729.40.10.2014 

tanggal 14 Mei 2014 dengan daftar Perseroan No. AHU-08729.40.10.2014 

Tanggal 14 Mei 2014. 

b. Akte Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 12 Januari 2021 Notaris Tatiek 

Nurdjanti, SH di Ternate, dengan persetujuan perubahan sesuai SK 

Menkumham No AHU-AH.01.03-0020683 tanggal 14 Januari 2021, dengan 

Daftar Perseroan No. AHU-0006816.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 14 

Januari  2021.   

c. NPWP PT Wijaya Kencana Indonesia No. 70.154.960.2-942.000 dengan alamat : 

Jatiland Mall Lt.2 Kelurahan Ga malama Kecamatan Ternate Tengah Kota 

Ternate - Maluku Utara. 

d. NIB No 8120010021991 Tanggal 19 Oktober 2018 dengan Kode KBLI 01640; 

02111; 03232; 46636; 47216 yaitu Pemilihan Benih Tanaman Untuk 

Pengembangbiakan; Pengusahaan Hutan Jati; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; 

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; Perdagangan Eceran Hasil 

Kehutanan dan Perburuan. 

2. Verifier 

1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika 

tidak ada) 

Nilai : NOT APPLICABLE 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan 

yang sah diluar kegiatan PBPH.   
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2. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1

. 

Verifier 2.1.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 

lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Sertifikasi Awal terdapat 2 (dua) dokumen RKUPH sebagai berikut : 

1. Terdapat Revisi dokumen RKUPH periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sesuai SK No. SK.9609/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 

6 Desember 2022. Terdapat Peta Lampiran skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh 

GANISPH Canhut atas nama Suwardi Register 01210006830, diketahui oleh 

Direktur Utama Ir. H.M. Saleh Selamat dan disetujui oleh Dirjen PHL Dr. Ir. Agus 

Justianto, M.Sc. atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Rencana penebangan dengan sistem silvikultur TPTI meliputi  

- Etat luas maksimum ±9.633 Ha/10 tahun 

- Etat Volume maksimum ±489.685,40 m3/10 tahun 

2. Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia periode 

2017 - 2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 

atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. 30 Tahun 2024 

tanggal 9 Januari 2024, ditandatangani oleh Plt Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Hutan Lestari, Agus Justianto, NIP. 196330807 198803 1 001. Berdasarkan 

Perubahan RKUPH kegiatan yang dijalankan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia 

berupa Multi Usaha Kehutanan yaitu pemanfaatan kayu yang tumbuh alami, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pola agroforestry dan pemanfaatan jasa 

lingkungan dengan kegiatan pemulihan lingkungan, penyimpanan dan/ayau 

penyerapan karbon serta perlindungan keanekaragaman hayati.    

Berdasarkan Perubahan RKUPH diketahui bahwa : 

- Etat luas maksimum 9.633 Ha/10 tahun 

- Etat volume maksimum 489.685,38 m3/10 tahun 

2

. 

Verifier 2.1.2.a. : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar 

isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dokumen RKUPH  

1) Dokumen Revisi RKUPH periode 2017 - 2026 yang telah disahkan oleh Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sesuai SK No. SK.9609/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 

6 Desember 2022. Terdapat Peta Lampiran berupa Peta Revisi RKUPH Periode 

2017-2026 PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1:50.000 yang dibuat oleh 

GANISPH Canhut atas nama Suwardi Register 01210006830, diketahui oleh 

Direktur Utama Ir. H.M. Saleh Selamat dan disetujui oleh Dirjen PHL Dr. Ir. 

Agus Justianto, M.Sc. atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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Rencana penataan areal kerja PT Wijaya Kencana Indonesia dan Etat tebangan 

telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a.).  

2) Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia 

periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK 

No. 30 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024, ditandatangani oleh Plt Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, NIP. 196330807 198803 

1 001. Berdasarkan Perubahan RKUPH kegiatan yang dijalankan oleh PT Wijaya 

Kencana Indonesia berupa Multi Usaha Kehutanan yaitu pemanfaatan kayu yang 

tumbuh alami, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pola agroforestry dan 

pemanfaatan jasa lingkungan dengan kegiatan pemulihan lingkungan, 

penyimpanan dan/ayau penyerapan karbon serta perlindungan keanekaragaman 

hayati. Terkait dengan Etat dan rencana tebangan telah dijelaskan pada verifier 

2.1.1.a. 

Dokumen RKTPH 

1. Dokumen RKTPH tahun 2023 yang telah disahkan secara Self Approval melalui 

aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia dengan SK 

No. 01/Kpts-WKI/II/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan berlaku dari tanggal 16 

Februari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023. 

Target penebangan meliputi : 

- Target  TPTI  tahun  2023  seluas  1.115,87  Ha  sebanyak  26.574  pohon  

dengan  volume 41.025,38 m3 serta target penebangan pada PWH jalan 

menuju blok ebanyak 17,00 Pohon Volume 8,96 m3 dan dalam blok 

sebanyak 151 pohon volume 116,03 m3. 

- Carry Over tahun 2022 seluas 1.137,33 Ha sebanyak 5.182 pohon dengan 

volume 8.809,49 m3. 

- Terdapat lampiran peta RKTPH tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh 

GanisPH Canhut 

2. Terdapat dokumen RKTPH tahun 2024 yang telah disahkan secara Self Approval 

melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia 

dengan SK No. 02/WKI/II/2024, tanggal 25 Februari 2024 dan berlaku dari 

tanggal 25 Februari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024. 

Target penebangan meliputi : 

- Target  TPTI  tahun  2024  seluas  1.041,92  Ha  sebanyak  12.488  pohon  

dengan  volume 20.701,63 m3 serta target penebangan pada PWH jalan 

dalam blok sebanyak 140 Pohon Volume 91,06 m3 dan jalan meuju blok 

sebanyak 0 pohon volume 0 m3. 

- Carry Over tahun 2023 seluas 604,60 Ha sebanyak 6.692 pohon dengan 

volume 11.042,24 m3. 

- Terdapat lampiran peta RKTPH tahun 2024 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh 

GanisPH Canhut 

Penugasan Ganis PH CANHUT 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki personil Ganis Canhut atas nama : 

- Suwardi Register No. 01210006830 sesuai dengan SK Penugasan Kepala 

BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-

BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai 

dengan tanggal 15 Januari 2023. 
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- Edi Triono Register No. 01230009919, Persetujuan Penugasan No. 

140223017 tanggal 10 Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 

140105519292 tanggal 13 Februari 2023. 

 

3

. 

Verifier 2.2.1.a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai : MEMENUHI  

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Penugasan Ganis PH CANHUT 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki personil Ganis Canhut atas nama : 

- Suwardi Register No. 01210006830 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP 

Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 dengan 

masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. 

- Edi Triono Register No. 01230009919, Persetujuan Penugasan No. 140223017 

tanggal 10 Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 140105519292 tanggal 

13 Februari 2023. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen LHC hasil kegiatan ITSP. 

a. Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) PT Wijaya Kencana Indonesia 

untuk areal RKTPH 2023 seluas 1.115,87 Ha jumlah pohon 41.534 Pohon 

dan volume kayu berdiameter 40 Cm Up sebanyak Volume 91.853,61 m3. 

Tahun 2024 seluas 1.041,92 Ha dengan 32.309 pohon atau 71.903,97 m3. 

b. Cruising dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi. 

c. Terdapat BAP Hasil Cruising RKT tahun 2023 dan tahun 2024 yang 

dilaksanakan oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi.. 

d. Terdapat peta pohon hasil cruising skala 1 : 1.000 dibuat dan ditandatangani 

oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi Reg. No. 01210006830. 

Label/barcode ITSP dapat dijumpai di lapangan. 

4

. 

Verifier 2.2.1.b : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal 

yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen penetapan yang memuat 

areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung. Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 

2023 dan Tahun 2024 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal 

yang tidak boleh ditebang berupa sempadan Sungai Tawa yang tergambar dalam 

Peta RKTPH tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 sebagaimana telah disajikan pada 

Verifier 2.1.2.a. . 

Hasil observasi lapangan menunjukan adanya penandaan batas Sempadan Sungai 

Tawa dan pemasangan Plang Sempadan Sungai Tawa di Petak J-44 pada 

koordinat 1°35’27,834’’LS dan 128°00’23,52’’BT, sesuai antara peta dan 

penandaan di lapangan. 

5

. 

Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 

implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2023 dan Tahun 2024 skala 1 : 50.000 yang di 

dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam 

Blok RKTPH. PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan Penandaan lokasi 

blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. 

Penandaan lokasi blok tebangan RKTPH pada PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia 

telah dibuat jelas di peta dan terbukti keberadaannya di lapangan, seperti pada 

koordinat Batas Petak I.43 RKT 2024/I.44 CO RKT  2023 pada koordinat 

1°36’21,84’’LS dan 127°59’12,66’’BT berupa plang batas Petak warna kuning 

tertuliskan Nomor Petak dan tolet batas. Batas Petak I.43 RKT 2024 dengan areal 

kerja PT Poleko Yuberson pada koordinat 1°36’22,194’’LS dan 127°59’09,576’’BT 

berupa Batas RKT 2024 dan tolet batas warna biru berjumlah tiga pada pohon, 

terdapat pal batas bercat putih dan biru berukuran 10x10x75cm.  

6

. 

Verifier 2.2.1.d. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : NOT APPLICABLE 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan pemegang PBPH dalam Hutan 

Produksi yang memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem 

silvikultur TPTI, bukan pemegang PBPH Hutan Tanaman yang melaksanakan 

penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman. 

Pada RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 tidak merencanakan pemanfaatan 

kayu tumbuh alami untuk persiapan lahan tanaman HTI 

 

3. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode Sertifikasi Awal (Juni 2023 – Mei 2024) PT Wijaya Kencana Indonesia 

telah melakukan kegiatan penebangan dan membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) 

yang dilakukan oleh Eko Heri Sukoco No. Reg. 23230007169 sebagai Pejabat 

Pembuat LHP berdasarkan Surat Persetujuan Penugasan No. 1400523015, Surat 

Penempatan No. 14942093457 berlaku 27-02-24 s.d 31-12-24. 

Selama periode tersebut telah dibuat Buku Ukur Elektronik dan LHP berjumlah 23 set 

dan telah terinput di SIPUHH untuk kayu sebanyak 6.681 batang dan volume sebesar 

38.272,45 m3. 

Uji Petik kesesuaian fisik kayu dan dokumen dilakukan di TPK Antara Logpond Km 0 

Desa  Sosespe. Sesuai neraca kayu bulat diketahui bahwa keberadaan kayu bulat 

ada di Logpond sebanyak 1.131 batag. Uji petik dilakukan atas 114 batang kayu oleh 

Ganis PKB Eko Heri Sukoco dan scaller. Hasil uji petik menunjukan dari 114 batang 

kayu bulat tidak ada perbedaan jenis. Terdapat perbedaan volume antara hasil 

pengukuran dengan dokumen sebesar 1,54%. 

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di 

lokasi PBPH PT WKI yaitu dijumpai diantaranya : 
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a. Petugas operator SIPUHH atas nama Pudjianto, yang ditunjuk oleh Direktur PT 

WKI berdasarkan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. 12/KPTS-

WKI/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022 berlaku sampai dengan Desember 2025. 

b. Petugas operator SIPUHH atas nama Joko Supriyono, yang ditunjuk oleh 

Direktur PT WKI berdasarkan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. 

07/WKI/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024. 

c. Printer dokumen, printer barcode, dan V-Sat (jaringan internet via 

satelit) yang berada di basecamp Sosepe/Logpond. 

2 Verifier 3.1.2.a. : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 

angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit PT Wijaya Kencana Indonesia melakukan pemindahan kayu 

pada simpul-simpul tata usaha kayu termasuk pemindahan kayu pada kagiatan 

penjualan ke TPK Industri.   

Pada kegiatan RKTPH Tahun 2023 PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan 

simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT WKI dan telah disahkan oleh 

Direksi yaitu : 

- Lokasi TPn dan TPK Hutan Tahun 2023 ditetapkan melalui SK Direktur 

Utama PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.03/WKI/III/2023 tanggal 8 Maret 

2023 dan berlaku s/d 31 Desember 2023; 

- Lokasi TPK Antara/ Logpond Sosepe ditetapkan melalui SK Direktur Utama 

PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.04/WKI/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 

dan berlaku s/d 15 Februari 2024. Letak Geografis TPK Antara Logpond/ Sosepe 

terletak pada koordinat 10 29’ 55” LS dan 1270 59’ 11’’ BT dengan luas ± 1 Ha 

dan kapasitas ± 10.000 m3. 

PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada 

Tahun 2024 melalui SK Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia No. 

SK.03/WKI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan berlaku s/d 31 Desember 2024; 

- PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond 

Sosepe melalui SK Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia No. 

SK.04/WKI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan berlaku s/d 27 Februari 2027. 

Letak Geografis TPK Antara Logpond/Sosepe terletak pada koordinat 

1029’55”LS dan 127059’11’’BT dengan luas ± 1 Ha dan kapasitas ± 10.000 m3. 

Petugas Penerbit SKSHHK yaitu : 

- SKSHHK TPK Hutan diterbitkan oleh Pudjianto (No. Reg. 23230006779) sesuai 

dengan Surat Persetujuan Penugasan No. 140523022, Surat Penempatan No. 

146325603233 berlaku 29-02-24 s.d 20-11-27. 

- SKSHHK TPK Antara diterbitkan oleh Joko Supriyono, S.Hut (No. Reg. 

23230017426) sesuai dengan Surat Persetujuan Penugasan No. 140224007, 

Surat Penempatan No. 146325603233 berlaku 29-02-24 s.d 20-11-27. 

- P3KB yaitu an. Eko Heri Sukoco (No. Reg. 23230007169) sesuai dengan Surat 

Persetujuan Penugasan No. 1405233015, Surat Penempatan No. 

140490953404 berlaku 15-05-23 s.d 24-03-28. 

Selama periode Sertifikasi Awal diterbitkan SKSHHK sebagai berikut : 

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond sebanyak 595 set 

untuk kayu sebanyak 6.353 batang atau volume 38.056,50 m3. 
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- Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Logpond ke Industri sebanyak 12 set 

untuk kayu sebanyak 5.526 batang dengan volume 32.639,75 m3. 

Hasil Uji Silang Dokumen Penjualan dengan SKSHHK : 

- Data Invoice No. SI.2024.02.00002 tanggal 11 Februari 2024 ditujukan kepada 

PT Sumber Mas Indah Plywood Jaya di Jawa Timur dengan pengangkut TB 

Puma 11/TK Puma 66. Menyebutkan jumlah kayu 707 batang dengan volume 

4.211,223m3 SKSHHK No. KB.C.3236862 sama dengan data SKSHHK No. 

KB.C. 3236862 diterbitkan oleh Pudjianto dari PT Wijaya Kencana Indonesia 

pada 6 April 2024, tujuan PT Sumber Mas Indah Plywood Jaya Jl Kapten Darmo 

Sugondo No. 99 Gresik Jawa Timur. Jumlah kayu bulat 707 batang dengan 

volume 4.211,22m3. 

- Data Invoice No. SI.2024.04.00005 tanggal 6 April 2024 ditujukan kepada PT 

Karya Makmur Pratama Jaya di Jawa Tengah dengan pengangkut TB Abunawas 

V/TK Abunawas VII. Menyebutkan jumlah kayu 720 batang dengan volume 

4.063,63m3 SKSHHK No. KB.C.3518910 sama dengan data SKSHHK No. 

KB.C.3518910 diterbitkan oleh Joko Supriyono, S.Hut dari PT Wijaya Kencana 

Indonesia pada 11 Februari 2024, tujuan PT Karya Makmur Pratama Jaya di 

Desa Pendosawalan Kalinyamatan Jepara. Jumlah kayu bulat 720 batang 

dengan volume 4.063,63m3. 

3

. 

Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 

pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu 

melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan 

bontos kayu, antara lain sebagai berikut : 

- Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id 

barcode. 

- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : 

- Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.  

- Label warna kuning yang berisi id barcode. 

- Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode 

scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu diketahui bahwa kayu hasil 

produksi PT Wijaya Kencana Indonesia dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari 

tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-

Lanjutan/tujuan industri. 

Hasil uji petik penelusuran kayu : 

No 

No. 

Barcode 

3005A2 

2WKIM ... 

Peta

k 
Jenis No. LHP SKSHHK 

SKSHHK 
Lanjutan 

Koordinat Tunggul 

1 146354 L-45 Mrt 
01/LHP-KB/CO 

/WKI/III/2024 

KB.C. 

3426638 

KB.C. 

3518910 

1°35’30,516’’LS dan 

128°0’30,486’’BT 

2 144926 K-46 Mrt 
02/LHP-KB/CO 

/WKI/III/2024 

KB.C. 

3480397 
- 

1°35’27,498’’LS dan 

128°0’33,84’’BT 

3 144539 K-46 Mrt 
02/LHP-KB/CO 

/WKI/III/2024 

KB.C. 

3480397 
- 

1°35’28,05’’LS dan 

128°0’34,17’’BT 

4 144817 K-46 Mrt 
02/LHP-KB/CO 

/WKI/III/2024 

KB.C. 

3480397 
- 

1°35’27,726’’LS dan 

128°0’34,968’’BT 
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5 111042 I-44 Mrt 
04/LHP-KB/CO 

/WKI/V/2024 

KB.C. 

3678624 
- 

1°36’18,54’’LS dan 

127°59’18,702’’BT 

6 151247 L-46 Mrt 
01/LHP-KB/CO 

/WKI/III/2024 

KB.C. 

3432910 

KB.C. 

3518910 

1°36’18,342’’LS dan 

127°59’17,856’’BT 

7 110951 I-44 Mrt 
04/LHP-KB/CO 

/WKI/V/2024 

KB.C. 

3678339 
- 

1°36’18,396’’LS dan 

127°59’17,406’’BT 

. 

4

. 

Verifier 3.2.1.a. : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode Sertifikasi Awal diketahui bahwa dokumen SPP DR dan PSDH dan 

telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan 

melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan dengan total rincian tagihan yang 

diterbitkan SPP DR sebesar US$ 630.002 dan SPP PSDH sebesar Rp 

2.919.890.030,- Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP 

berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan. 

PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pembayaran DR dan/atau 

PSDH atas LHP RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024, sesuai dengan kode 

billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor 

Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor 

melalui Bank Mandiri.  Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan 

Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian 

sebagai berikut: 

- DR sebesar US$ 630.002 

- PSDH sebesar Rp 2.919.890.030,- 

Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP 

dengan Kode Billing yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP 

(SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal 

PHL PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  sudah tidak memiliki tunggakan ataupun 

denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. Dalam tampilan layer 

SIPUHH terlihat bahwa LHP terakhir tertanggal 25 Mei 2024 telah LUNAS DR PSDH.  

 

 

1

1 

Verifier 3.3.1.a. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 

awal) 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan PBPH  yang telah memiliki Sertifikat 

Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 

518.SLK.010-IDN dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 24 Juni 2021 s.d 23 

Juni 2024. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda V-Legal dengan No. 

518.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada 

seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunan Tanda V-Legal oleh PT 

Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 

4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk 

seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh 

Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 

2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, 

Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan 

Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. 

Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HA PT Wijaya 

Kencana Indonesia yang terdiri atas : 

1. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 

Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia disusun 

atas areal seluas ± 40.500 Ha. Penyusunan Dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan 

perintah penyusunan Studi AMDAL yaitu Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal berupa Persetujuan Prinsip Permohonan IUPHHK-HA No. 31/1/3-IUPHHK-

HA/PMDN/2015 tanggal 23 Juli 2015.  Lokasi Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan 

dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. 

Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia telah 

disetujui dan disahkan  oleh  Gubernur  Maluku  Utara  melalui  Keputusan  Gubernur  

Maluku  Utara  No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang 

Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan 

Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT 

Wijaya Kencana Indonesia. 

Hasil verifikasi dapat menemukan bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan 

pada PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Terdapat SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara selaku ketua 

Komisi Penilai Amdal Provinsi maluku Utara No. 07/KEP-KA/BLH-MU/11/2015 tanggal 

9 November 2015 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan 

Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan 

Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. 

Terdapat Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Persetujuan 

Prinsip Permohonan  IUPHHK-HA  No.  31/1/3-IUPHHK-HA/PMDN/2015  tanggal  23  

Juli  2015. Lokasi Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur 

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. 
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Terdapat Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan No. 800/95/Bapp/2015 tanggal 11 September 2015 

perihal Rekomendasi Kesesuaian RTRW. 

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. 522.1/455/2015 tanggal 18 

Agustus  2015  perihal  Pemberian  Izin  Baru  Dalam  Areal  Kerja  PT  Wijaya  

Kencana Indonesia. 

2. Verifier 

4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk 

seluruh areal kerja (± 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh 

Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 

2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegfiatan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, 

Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan 

Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. 

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Wijaya Kencana Indonesia yang 

dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan 

(ANDAL). 

Dokumen lingkungan (RKl dan RPL) IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia 

disusun atas areal seluas ± 40.500 Ha. Penyusunan Dokumen AMDAL dilakukan 

berdasarkan perintah penyusunan Studi AMDAL yaitu Surat Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal berupa Persetujuan Prinsip Permohonan IUPHHK-HA No. 31/1/3-

IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 23 Juli 2015. Lokasi Kecamatan Obi, Kecamatan Obi 

Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku 

Utara. 

Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia telah 

disetujui dan disahkan   oleh   Gubernur   Maluku   Utara   melalui   Keputusan   

Gubernur   Maluku   Utara   No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 

Tentang  Kelayakan  Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi 

Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku 

Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. 

3. Verifier 

4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 

biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RKL dan RPL PT Wijaya Kencana Indonesia, 

Ringkasan Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Rencana  Pemantauan 

Lingkungan  adalah  sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 

a. Komponen Fisik Kimia 

b. Komponen Biologi 

c. Komponen Sosial 

d. Komponen Kesehatan masyarakat  
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2. Tahap Konstruksi, terdiri : 

a. Komponen Fisik Kimia 

b. Komponen Biologi 

c. Komponen Sosial 

d. Komponen Kesehatan masyarakat  

3. Tahap Operasi, terdiri : 

a. Komponen Fisik Kimia 

b. Komponen Biologi 

c. Komponen Sosial 

d. Komponen Kesehatan masyarakat  

4. Tahap Pasca Operasi, terdiri : 

a. Komponen Sosial Ekonomi Budaya 

b. Komponen Kesehatan masyarakat 

Laporan Pelaksanaan RKL RPL 

Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL oleh PT Wijaya Kencana Indinesia Semester I 

Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023. Laporan Semestar I Tahun 2023 dibuat 

pada tanggal 24 Juli 2023, Laporan Semestar II Tahun 2023 dibuat pada tanggal 15 

Januari 2024, 

Bukti Penyampaian  

Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2023 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Maluku Utara dan diterima tanggal 3 April 2024 (sesuai dengan bukti 

penerimaan). 

Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2023 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Maluku Utara dan diterima tanggal 2 Mei 2024 (sesuai dengan bukti 

penerimaan). 

 

4. Indikator 1.5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1

. 

Verifier 

5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta 

tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising 

sampai dengan kegiatan di bengkel. 

Selanjutnya PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki SOP K3 yang disusun 

menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam 

kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. 

Dokumen SOP K3 PT Wijaya Kencana Indonesia berjudul Standar Prosedur Operasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. Dok. SO-6-09 Revisi 0 terbit tanggal 10 

November 2023 dibuat oleh Deva Libertus S selaku Kabag Perdonalia/SDM, diperiksa 
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oleh Rojer Lee Sulistio selaku Manager Camp dan disetujui oleh Edi Triono. selaku 

Direktur. 

PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki Panitia Pemebina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3) sebagaimana telah diputuskaan oleh Direktur melalui SK. No. 

11/WKI/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Surat Keputusan Pembentukan 

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kepengurusan sebagaiu berikut : 

Ketua : Rojer Lee Sulistio 

Sekretaris : Leo Adiyanto 

Pelaksanan Harian K3 : Deva Libertius Susanto 

Anggota : Oon Dwi Wawan,  

Rudi Hartono 

Dito Santika Putra 

Purnomo 
 

2

. 

Verifier 

5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

 

: PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta 

tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising 

sampai dengan di bengkel. 

Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Wijaya Kencana Indonesia pada bulan 

Maret 2024 sebagai berikut :. 

No

. 
Peralatan Satuan 

Bulan 
Penambaha

n 
Kumulatif 

Keteranga

n 
Lalu Bulan Ini 

s/d Bulan 

Ini 

1 Kotak P3K Buah 8 - 8  

2 Topi Pengaman / Helm Buah 48 - 48  

3 Sarung Tangan Pasang 48 - 48  

4 Sepatu Boots Pasang 48 - 48  

5 
Kacamata Pengaman 

(Las) 
Buah 3 - 3  

6 Masker Kotak 5 - 5  

7 Tabung Pemadam Api Buah 6 - 6  

8 Radio Komunikasi Unit 4 - 4  

9 
Spanduk / Papan 

Himbauan 
Buah 6 - 6  

Hasil pengecekan peralatan K3 di basecamp didapati terdapat peralatan APD sesuai 

dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency 

serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun 

di Gudang dan pada unit kendaraan dan terdapat pelampung di speedboat yang 

seluruhnya masih berfungsi. 
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3

. 

Verifier 

5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang 

diketahui oleh Manajer Camp (Rojer Lee Sulistio) diketahui bahwa selama periode audit 

bulan Juni 2023 – Mei 2024 terjadi peristiwa 2 (dua) kali peristiwa kecelakaan kerja yang 

menimpa karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia. 

1. Tanggal 10 September 2023 kecelakaan kerja menimpa Sudin Ode (Helper 

Chainsaw) terkena dahan kayu  yang meluncur dari atas bukit mengakibatkan luka 

ringan. Yang bersangkutan beristirahan selama 1 pekan. 

2. Tanggal 5 April 2024 kecelakaan kerja menimpa Slamet (Operator Tracktor) terkena 

slink mengakibatkan ibu jari bengkak termasuk luka ringan. Peristiwa tersebut terjadi 

karena tidak ada Helper Tracktor. Setelah beristirahat selama 1 hari Slamet bekerja 

kembali dengan dibantu oleh Helper Tracktor. 

Atas kejadian tersebut PT Wijaya Kencana Indonesia meningkatkan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan K3 diantaranya dengan memasang papan himbauan 

K3 di beberapa tempat strategis. 

Pada Laporan terdapat tanda tangan dan stempel (terima) dari Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan. 

4

. 

Verifier 

5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen, diverifikasi  bahwa di lingkungan  karyawan  PT Wijaya 

Kencana Indonesia tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Karyawan PT Wijaya 

Kencana Indonesia belum membentuk serikat pekerja, namun pihak Perusahaan tetap 

memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh 

karyawannya. 

Terdapat Surat Edaran Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh Edi 

Triono selaku Direktur dengan No. 05/WKI/TER/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 dimana 

Direksi PT. Wijaya Kencana Indonesia rnemberikan KEBEBASAN terhadap karyawan dan 

karyawati dilingkup PBPH untuk mendirikan/ membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. 

Hasil wawancara dengan karyawan (Irpan Mujiono-Pelaksana Operasional), maka diketahui 

bahwa Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia memang benar memberikan kebebasan 

berserikat kepada karyawan untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di 

Indonesia.  Namun secara umum karyawan tidak berminat untuk membentuk serikat 

pekerja 

5

. 

Verifier 

5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

: Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia periode Tahun 

2024-2026. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang 

No.13 Tahun 2003 yang terdiri atas XIV Bab dan 63 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh 

Manajer Operasional PT Wijaya Kencana Indonesia. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia telah didaftarkan kepada 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  Kabupaten  Halmahera  Selatan  dan  telah  
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mendapatkan SK Pengesahannya  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  

Transmigrasi  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Halmahera Selatan No.  

560/12/Transnaker/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) 

PT Wijaya Kencana Indonesia berlaku sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 

Januari 2026. 

6

. 

Verifier 

5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa

n 

Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja diketahui bahwa karyawan PT Wijaya 

Kencana Indonesia pada saat pelaksanaan audit berjumlah 59 orang terdiri dari 58 orang 

bulanan dan 1 orang harian. Dokumen ditandatangani oleh Manager Camp; Rojer Lee 

Sulistio. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang 

masih di bawah umur (di bawah 18 tahun). 

Karyawan termuda atas nama Anjas D Daeng Nambung dengan jabatan Pembantu Scaller 

yang lahir di desa Buton pada tanggal 18 Januari 2006 dan mulai bekerja pada tanggal 01 

Maret 2024 pada saat berusia 18 Tahun 1 Bulan dan 12 hari. 
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4.2 NILAIAKHIR KINERJA PHL

1 1 1, SEDANG 2 3

2. 1,2 SEDANG 2 3

J. 1.3 SEDANG 2 J

4. 1.4 SEDANG 2 3
( 1.5 BAIK J 3

b 2.1 SEDANG 2 J

7 2.2 SEDANG 2 J

I 2.3 SEDANG 2 3

I 2.4 SEDANG 2 e

10 2.5 BURUK I J

tl 2.6 SEDANG 2 3

12 3.1 SEDANG 2 3

13 3.2 BURUK 1 3

14 J.J SEDANG 2 3

15 3.4 SEDANG 2 J

IO 3.5 SEDANG 2 3

17 4.1 SEDANG 2 J

1B 4.2 SEDANG 2 J

19 4.3 SEDANG 2 3

2A 4.4 SEDANG 2 J

21 4.5 BAIK 3 3

JUMLAH 4A 63

NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL 42163 x 100% = 66,6701o = (SEDANG)

PT

da,24 Juni 2A24
Trustindo Prima Karya

Kurnia, IPU

Thurtlndo

Direktur
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